HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK
CORPORATE GOVERNANCHEDAN
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB

SOSIAL PERUSAHAAN
(Studi Empiris pada PerusahaamHigh Profile yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia)

R SemaraiS |

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

FITRI HANDAYANI
NIM. C2C007044

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011



PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun . Fitri Handayani
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007044
Fakultas/Jurusan :  Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi  HUBUNGAN ANTARA
KARAKTERISTIK CORPORATE
GOVERNANCEDAN PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (Studi Empiris pada
PerusahaanHigh Profile yang Terdaftar

di Bursa Efek Indonesia)

Dosen Pembimbing . Shiddiq Nur Rahardjo, SE., MAkt.

Semarang, 1 Februari 2011

Dosen Pembimbing,

A

(Shiddig Nur Rahardja, SE., M.Si., Akt.)

NIP. 19720511 200012 1001



PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa . Fitri Handayani
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007044
Fakultas/Jurusan :  Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi  HUBUNGAN ANTARA
KARAKTERISTIK CORPORATE
GOVERNANCEDAN PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (Studi Empiris pada
PerusahaanHigh Profile yang Terdaftar

di Bursa Efek Indonesia)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2 Maret 211

Tim Penguiji

1. Shiddiq Nur Rahardja, SE., M.Si., Akt. (... A

2. Dr. H. Sugeng Pamudji, M.Si., Akt. (

~ r
3. H. Warsito Kawedar, SE., M.Si., Akt.  (....cee.e... . W ................................ )




PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fitri Hgada menyatakan
bahwa skripsi dengan judul: Hubungan antara Karaskile Corporate
Governancedan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusdsaadi
Empiris pada Perusaha#high-Profile yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia),
adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini, sayanyatakan dengan
sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terd&paeluruhan atau sebagian
tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara alenytau meniru dalam
bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menurgok§fagasan atau pendapat
atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akolaeolah sebagai tulisan saya
sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau kesd®hm tulisan yang saya salin,
tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang kainpa memberikan pengakuan
penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangagah hal tersebut
di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ya saenyatakan menarik skripsi
yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendirBila kemudian terbukti
bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau mémisan orang lain seolah-
olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelan dasah yang telah diberikan
oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 Februari 2011

Yang membuat pernyataan,

(Fitri Handayani)

NIM. C2C007044



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Q.S. Ar-Ra’du ayat 11

“Bagi Manusia ada (malaikat) mengikutinya bergamtiai muka dan di

belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Aa&sungguhnya Allah
tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga merekgubah keadaan
diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghend&&burukan terhadap
suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknga, tidak ada

pelindung bagi mereka selain-Nya.”

“Man Jadda Wajada (Siapa yang Bersungguh-sungguhgpieakan sukses)”

“Keep our dreams alive .. and we will survive” (Doy Dhirgantoro)

SKripsi ini Penulis persembahkan untuk;

v’ Atok dan Almh. Nenek tercinta

v' Orang Tuaky, terutama Mamaku Tersayang. I love
u,mom

v’ Adekku yang cantik, Azaria Rahmadianingrum

V' Ibu Keduaku (Bu Mimin) Tante Santi, Tante Atin,
Tante Eka, Om Burhan, Om Tasroh, Nia dan Satar

v’ Sahabatky yang telah tiada, almh. Santi Nurkhotimah



ABSTRACT

The aim of this research is to prove the relatigndtetween certain
characteristics of corporate governance on theladise of corporate social
responsibility on companies listed in IndonesiacBt&xchangeDisclosure of
corporate social responsibility by using the GRdligators (Global Reporting
Initiatives), which consists of six categories: e@mic, environmental, labor
practices and decent work, human rights, society product responsibility.
Review of previous studies show the diversity autes. Therefore, this research
attempts to develop a previous study by using thelsaracteristics of corporate
governance as independent variables. They are sizethe board of
commissioners, independent commissioners, propodiowomen the board of
commissioners, audit committee size, independerdit asommittees, and
institutional ownership.

The population of this research is a high profi@mpanies listed (go
public) at the Indonesian Stock Exchange. The sete®f this sample using
purposive sampling method. Based on purposive sagpiethod, sample size of
this research is 79 companies. Analysis tool tb ttes hypothesis that multiple
regression analysis by using SPSS for Windows 13.0.

The results of this research indicate that only #iee of the audit
committee have a positive and significant effecttioa disclosure of corporate
social responsibility; but the size of the boardcoimmissioners, independent
commissioners, the proportion of women in the boafd commissioners,
independent audit committee, and institutional awhi does not have a
significant influence. These results of this reskagenerally coincide with the
previous research findings on disclosure of corjgosacial responsibility.

Keywords: Disclosure of Corporate Social RespoligibiSize of The Board of
Commissioners, Independent Commissioners, PropodfoWomen
in The Board of Commissioners, Audit Committee Sinelependent
Audit Committees, Institutional Ownership
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adany&bumgan antara
beberapa karakteristikorporate governancéerhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan pada perusahaan yangaerdiaBursa Efek Indonesia.
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ovei@m indikator GRI
(Global Reporting Initiatives yang terdiri dari enam kategori yaitu ekonomi,
lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yapgk, hak asasi manusia,
masyarakat, dan tanggung jawab produk. Tinjauan gera penelitian
sebelumnya menunjukkan keanekaragaman hasil. Gledn& itu, penelitian ini
berupaya untuk mengembangkan penelitian sebelurdepgan menggunakan
enam Kkarakteristikcorporate governancesebagai variabel independen. Enam
variabel independen tersebut vyaitu ukuran dewan idans, komisaris
independen, proporsi wanita dalam dewan komisakisran komite audit, komite
audit independen, dan kepemilikan institusional.

Populasi penelitian ini adalah perusah&agh profile yang tercatatgo
public) di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel peaealitni menggunakan
metode purposive samplingBerdasarkan metodpurposive samplingjumlah
sampel penelitian ini adalah 79 perusahaan. Alalisss untuk menguiji hipotesis
yaitu analisis regresi berganda dengan menggunaicgmam SPS$or Windows
13.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukutamite audit yang
berpengaruh secara positif dan signifikan terhg@aqgungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan; sedangkan ukuran dewan komigansisaris independen,
proporsi wanita dalam dewan komisaris, komite aulitlependen, dan
kepemilikan institusional tidak berpengaruh secgaifikan. Hasil penelitian ini
secara umum sesuai dengan hasil penelitian sebgdumangenai pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata kunci: Pengungkapan tanggung jawab sosialspbaan, ukuran dewan
komisaris, komisaris independen, proporsi wanitdardadewan
komisaris, ukuran komite audit, komite audit indwegen,
kepemilikan institusional

Vil



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SW&Ehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Hubungemara Karakteristik
Corporate Governancelan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(Studi Empiris pada Perusahag&hgh Profile yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia)”. Penulis mengharapkan skripsi ini beegsebagai salah satu literatur
yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkajupgkapan tanggung
jawab sosial perusahaan. Namun demikian, skripsimasih jauh dari kata
sempurna. Skripsi ini masih sederhana, sesedegamikiran penulis.

Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsitanpa bantuan dan
bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena ituuisrmengucapkan rasa terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Atok dan Almh. Nenek tercinta, terima kasih atagacidan nasihatnya untuk
cucu atok dan nenek yang nakal ini.

2. Orang tua saya, terutama untuk Mama tersayangjdetasih atas limpahan
cinta dan segala pengorbanan yang telah mama benikak penulis.

3. Adek saya, Azaria Rahmadianingrum, senyum dan samgiyang membuat
penulis berusaha menjadi kakak yang terbaik.

4. Bu Mimin (Ibu Keduaku), Tante Santi, Om Burhan,&afante Atin, Tante
Eka, Om Tasroh, dan Nia, terima kasih atas dukungamangat, dan
bimbingan yang diberikan untuk penulis.

5. Rektor UNDIP (Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES.)

viii



10.

11.

12.

13.

14.

Dekan FE UNDIP (Prof. Dr. Muhammad Natsir, Msi.,tAk

Ketua Jurusan Akuntansi FE UNDIP (Prof. Dr. Muchdnsyafruddin, Msi.,
Akt.), yang telah memberikan dukungan kepada pgnuli

Dosen Pembimbing saya; Shiddig Nur Rahardjo, SESi., Akt.; yang
selalu berusaha untuk meluangkan waktunya untuk begkan arahan,
dukungan, bimbingan dan bantuan kepada penulis.

Dosen Wali saya; Surya Rahardja, SE., Msi.,, Akiangs memberikan
kemudahan dan nasehat kepada penulis selama mememaga studi.

Para Staf Pengajar FE UNDIP, yang telah memberikan, pengalaman
berharga, serta bimbingan hingga penulis berhamilyelesaikan studi.
Seluruh Karyawan FE UNDIP, yang telah membantu dsmudahkan

segala urusan penulis selama menempuh masa studi.

Pihak BEI Corner UNDIP (mas Azis) yang memberikan bantuan saat

penelitian.

Para Sahabat saya (almh. Santi Nurkhotimah, Muffaesna P., Nurina
Rahmadika, Hari Suryono W., Dian Eka A., Lita ClantAstrid Aditika,
Retsyi Firda, Vita Oktaviana, Kartika Nugraheni,vD@ermatasari, Anissa
Miftakhulia, Arumwati, dan Prasetya Yulian N.). Tea kasih telah
memberikan kepada penulis suatu arti persahabatamntylus.

Para Senior saya (Suparno (Teknik Mesin '06), MaStu(IESP '06), Haris
P. (IESP ’06), Aulia Z. (Akt '06), Marcel (Akt '05)dan Luthfan W. (Man
'05)) dan para junior saya (M. Igbal N. (Man '08gn Miratul A. (Akt '08)),

yang telah memberikan semangat kepada penulis.



15. Teman-teman KKN Kuningan Semarang Utara saya (&rnBunga, Sona,
Arni, Yunita, Anggit, Mega, Dyah, Tony, Faris, DitBudi, Helda, Ganjar).
Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepadalise

16. Teman-teman Akuntansi S1 Reguler | 2007, yang tef@mberikan arti
pertemanan kepada penulis.

17. Kompi, yang telah menemani penulis siang dan madapa rasa lelah.

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan matisatu, terima kasih

telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, Semtgh 8WT senantiasa
memberikan barokah dan pahala kepada semua pihad tglah membantu
penulis selama masa studi dan dalam menyelesaikapsis ini. Penulis
menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekuran@dah karena itu, penulis
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat memban§emoga skripsi ini

bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 1 Februari 2011

Penulis



DAFTARIS

Halaman

HALAMAN JUDUL ..ottt [
HALAMAN PERSETUJUAN ..ottt I
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN ... i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....oviiieeeeee e v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...t v
= S I 7 O IS Vi
AB ST RAK e e e n e Vi
KATA PENGANTAR ettt Viii
DAFTAR TABEL ...ttt XVI
DAFTAR GAMBAR ..t XVii
DAFTAR LAMPIRAN ..ttt s XVl
BAB | PENDAHULUAN ...t 1
1.1 Latar Belakang Masalah .........cccooeriniininii e 1

1.2 RUMUSAN M@SAlaN ......ooiviiieeeeee e 10

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..........c.ccocoeveeieniineneniinnen 11

1.3.1 TUjUEN PENEIItIEN ...ooovoeeeeeeee e 11

1.3.2 Kegunaan Penelitian .........coceevvrenenienieneeeeee e 12

1.4 Sistematika PenuliSan .........ccoeiiriiienene e 13

BAB Il TELAAH PUSTAKA .ottt 14
2.1 Landasan TEOM ......cceveeeereenieriesieesie e siee e st 14

Xi



211

212

213

214

215

216

Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) ......cccevveeeiennee.
Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) .......cccccevcveceerennee.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ..........ccccceeieeiieinnnns
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .........
Corporate GOVEINANCE ........ccceereeerieerieeniee e eee e

Karakteristik Corporate Governance ..........cccoceeeveeeveennen.

2.1.6.1 Ukuran Dewan KOMISAS .......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenennnnns

2.1.6.2 Dewan Komisaris Independen ..........c.ccocoeeveveenennnnne

2.1.6.3 Propors Wanitadalam Dewan Komisaris ................

2.1.6.4 Ukuran KOmMIit@ AUt . ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaieeenns

2.1.6.5 Komite Audit Independen .........ccccoccvvveiinieneenennne

2.1.6.6 Kepemilikan Institusional ............cccccevenirieniennennne

217

Pendlitian Terdahulu ........ooovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea

2.2 Kerangka Pemikiran ........ccooeviiinneniineesesee e

2.3 HIPOLESIS ..ottt

231

232

233

234

235

Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan Tanggung
JaWabh SOSIE .....coceiiee s

Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan
Tanggung Jawab SoSial .......cccceeceeeveriiieeieeceecee e

Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris dan
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosid ..........ccccceeeeervennee.

Ukuran Komite Audit dan Pengungkapan Tanggung
JaWED SOSIE ..o

Komite Audit Independen dan Pengungkapan Tanggung
JaWED SOSIE ..o

Xii



2.3.6 Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Tanggung
JaWab SOSIAl ......ccvieicece e

BAB |1l METODE PENELITIAN ..o
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasiona Variabel .............
3.1.1 Variabel Dependen ........ccccveeveeiesieseese e
3.1.1.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .

3.1.2 Variabel Independen..........cccceveeverieneesieseese e
3.1.2.1 Ukuran Dewan KOMiSariS........ccccuvrereeienenenenennennens
3.1.2.2 Dewan Komisaris Independen ...........ccccccvevevivennennnne
3.1.2.3 Propors Wanitadalam Dewan Komisaris.................
3.1.2.4 Ukuran Komite AUdit ........cccoorevririncienineeeeneeee
3.1.25 Komite Audit Independen .........ccccoccvveereeievieenieenns
3.1.2.6 Kepemilikan Institusional...........c.cccccveveereeiesieeneenne

3.2 Populasi dan Sampel ..........ccoeeeeiieieecesee e

T R o o U = S SRS

3.4 Metode Pengumpulan Data ..........cccceeceereeieeieseeneseeseeee e
3.5 Metode ANAIISIS ...ccooviiiecirieeee s
3.5.1 Statistik DeSKIPLif .....ccceerirerereirriseeer e
3.5.2 Uji ASUMSI KIBSIK ..o
3.5.2.1 Uji MUItiKOIONIENTES.......coveeereeieeiecee e
3.5.2.2 Uji HeteroskedastiSitas. ........cooeereruereriererieenenenenienens

3.5.2.3 Uji NOrmMalitas.......ccoeevrieeneniinienee e

Xiii



3.5.3 AndisisRegres Berganda.........cccccoceveriininnininneesieene 70

3.5.4 Uji HIPOESIS ..ottt 71
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R%) ........ccovvveeveereeeeenenne. 71
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) ................ 71

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistikt) 71

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 74
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ........cccooveierciennirceeseese e 74
4.2 ANAIISISDEAA ......ccueiviriieiieeeeeeee e 75

421 Statistik DesKriptif .....ccoveeiirirreeesee s 75
4.2.2 Uji ASUMS KIBSIK ..o 79
4.2.2.1 Uji Multikolonieritas .........ccocvreenerinnieneeeeeeneee, 80
4.2.2.2 Uji HeteroskedastiSitas ........ccovererrinniennensieneeneenen, 81
4.2.2.3 Uji NOrMAElitas .....cccoeevereeneniineenee e 83
4.2.3 Pengujian Goodness of Fit Model Regres ..o, 85
4.2.3.1 Koefisien Determinasi (R?) .....cocovevveevveseeseereeeenenne, 85
4.2.3.2 Uji Signifikans Simultan (Uji Statistik F) ................ 87

4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistikt) 88
4.2.4 Uji HIPOLESIS ..ottt 89
4.3 Interpretasi Hasil ..o 91

4.3.1 Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan Tanggung
JaWab SOSIal ......ccovveeicecce e 93

4.3.2 Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan
Tanggung Jawab SoSial .......ccceeceeveeviieeiee e 94

4.3.3 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris dan
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial ...........cccceveeenee 96

Xiv



4.3.4 Ukuran Komite Audit dan Pengungkapan Tanggung

JaWah SOSIAl ... 98

4.3.5 Komite Audit Independen dan Pengungkapan Tanggung
JAaWED SOSIE ..o 99

4.3.6 Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Tanggung
JaWah SOSIAl ..o 100
BAB V PENUTURP ..ottt 103
5.1 SIMPUIEN ..o e 103
5.2 KeterbataSan ........cccccoeieiiiiiineeeeee e 104
5.3 SAIAN . e 105
DAFTAR PUSTAKA ettt et 107
LAMPIRAN-LAMPIRAN .ot 112

XV



Tabel 2.1

Tabel 3.1

Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3

Tabel 4.4

Tabel 4.5

Tabel 4.6

Tabel 4.7

Tabel 4.8

DAFTAR TABEL

Ringkasan Penelitian Terdahulu ...........ccoooiviiininiinieneeee

Operasionaisasi Variabel ..........ccoecveveiiiecie e,

Jumlah Sampel Penelitian .........ccoccooiieeniniinieeee e

Statistik DESKITPUT ..o

CoeffiCIENt COITEALIONS .....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenennnnnnnnes

Collinearity SAtISHICS .....coceereeriiriesieeie e

One Sample Kolmogorov-Smirnov Uji Normalitas ......................

Koefisien Determinasi Uji Goodness of Fit .........ccccceceneeiienienne

Uji Statistik F

Uji Statistik t

XVi

43

62

75

76

80

81

85

86

87

88



DAFTAR GAMBAR

Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .........ccccveeveniininnenie e 46
Gambar 4.1 Grafik Plot Uji HeteroskedastiSitas .........cccccoeveeicieeiieciiecsieee, 82
Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji NOrmalitas .........ccccoceeveeienieneenenienene 83
Gambar 4.3..Normal Probability Plot Uji Normalitas .........ccceeevrveeneeiinnenne 84

XVii



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman
Lampiran A Daftar Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Berdasarkan Indikator Global Reporting Initiatives (GRI) ....... 113
Lampiran B Daftar Sampel Perusahaan High-Profile Industry ..................... 114
Lampiran C Variabel Independen dan Dependen ..........cccecveveeveccvveeseenne 120
Lampiran D Output SPSS Statistik DesKriptif ........ccceeevvevenienicieseeseene 123
Lampiran E Hasil Pengujian Regresi Variabel Ukuran Dewan Komisaris,

Komisaris Independen, Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris,
Ukuran Komite Audit, Komite Audit Independen,

dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .........ccccceveevecceeneecienenn, 124

XViil



BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik tanggung jawab sosial perusahaan di Indarielah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persefeabatas pasal 74.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007ngrRarseroan Terbatas
pasal 74, perseroan yang menjalankan kegiatan mgaldabidang yang berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggwadp sosial. Manfaat
yang akan diperoleh perusahaan yang melaksanakeyjguwiag jawab sosial
perusahaan vyaitu meningkatkan citra positif perasah akses modal,
mempertahankan sumber daya manusia yang berkyatitas mempermudah
pengelolaan manajemen risikoisk managemeint(Daniri, 2009). Pernyataan
Daniri (2009) mengenai manfaat pelaksanaan tanggwab sosial perusahaan
konsisten dengan penelitian yang dilakukan olehor@oh (2007) pada
perusahaan di Amerika Serikat yang melakukan geakimnggung jawab sosial.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Solomon (200G7enunjukkan bahwa
apabila suatu perusahaan melakukan praktik tanggwab sosial perusahaan,
maka kinerja finansial perusahaan tersebut meningklises modal, dan
meningkatkan citra positif perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ngnerseroan
Terbatas pasal 66 ayat 1 dan 2, direksi wajib megigpkan aktivitas tanggung

jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunantiPpgngungkapan tanggung



jawab sosial perusahaan memainkan peranan pen#gg pgerusahaan karena
perusahaan berinteraksi dengan masyarakat danitaktiperusahaan memiliki
dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, tfgrapengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan merupakan alagjeniah yang digunakan

perusahaan untuk menghindari konflik sosial dagkiimgan. Selain itu, praktik
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan digpatiang sebagai wujud
akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk masi@h berbagai dampak
sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perasah(Ghozali dan Chariri,

2007).

Namun demikian, penelitian sebelumnya menyatakanwaatingkat
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaanddnésia masih rendah
(Sulastini, 2007; Nurkhin, 2009). Hal ini dikaremakbelum adanya kesepakatan
mengenai standar pengungkapan tanggung jawab smsiadahaan yang dapat
dijadikan acuan bagi dewan direksi perusahaan dat@nyiapkan laporan
tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, asitiyang mendorong dewan
direksi secara sukarela mengungkapkan informasalsdan lingkungan adalah
hanya untuk melegitimasi tindakan perusahaan damatuhi persyaratan yang
terdapat dalam Undang—Undang (Deegan, 2002).

Penerapan konse@ood Corporate Governancmerupakan salah satu
upaya untuk memulihkan kepercayaan para investorrdditusi terkait di pasar
modal (Agoes dan Ardana, 2009). Penerapan kon&smd Corporate
Governancediharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan danupgkagpan

tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri, 2009h ®arena itu, dewan direksi



perusahaan harus melaporkan kinerja ekonomi, sdsial lingkungan kepada
pemangku kepentingan yang terkait dengan aktipesisahaan (Saiet al,
2009). Dewan komisaris juga harus melakukan peng@waatas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, rbatkgenai Perseroan
maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi (Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Bsbat

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapaggung jawab
sosial perusahaan menunjukkan keanekaragaman Bagiérti penelitian yang
menunjukkan adanya hubungan yang positif dan skgmfantara ukuran dewan
komisaris dengan pengungkapan tanggung jawab sgmalsahaan yang
dilakukan oleh Sembiring (2003) dan Sulastini (2008ementara itu, pada
penelitian yang dilakukan oleh Saiet al (2009) menemukan hubungan yang
tidak signifikan dari kedua variabel tersebut. MeniBelkaoui dan Karpik (1989)
dalam Sembiring (2003), keanekaragaman hasil tersebagian disebabkan
karena model yang dikembangkan merupakan model yangat sederhana dan
pengukuran yang digunakan tidak konsisten.

Hubungan antara komisaris independen dengan pekgpalg tanggung
jawab sosial perusahaan juga terjadi ketidakkagrssst hasil. Handayangt al
(2009) dan Saidet al (2009) tidak menemukan hubungan yang positif dan
signifikan antara kedua variabel tersebut. Disién,| beberapa penelitian yang
dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007); Nurkl@@09); dan Khan (2010)

menunjukkan adanya hubungan yang positif dan sagmif



Hubungan antara proporsi wanita dalam dewan komsisdengan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaartgtjgdi ketidakkonsistenan
hasil. Wang dan Coffey (1992), Williams (2003), dbluse, et al. (2009)
menemukan hubungan yang positif dan signifikanrarkadua variabel tersebut.
Disisi lain, beberapa penelitian yang dilakukanhokhan (2010) menunjukkan
tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan

Hubungan antara kepemilikan institusional dengamgpegkapan
tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal siditgdipahami misalnya
Novita dan Djakman (2008); Handayart al (2009) dan Nurkhin (2009)
menunjukkan tidak memiliki hubungan yang positihdggnifikan. Disisi lain,
Murwaningsari (2009) menemukan hubungan yang pakai signifikan antara
kedua variabel.

Secara lebih terperinci, penelitian yang dilakukaleh Huafang dan
Jianguo (2007) menguji struktur kepemilikan dan kosisi dewan komisaris
terhadap pengungkapan sukarela perusahaan padsalp@sn—perusahaan yang
tercatat di Bursa Efek Shanghai. Hasil penelitimn menunjukkan bahwa
kepemilikan blockholder yang tinggi, kepemilikan saham luar negeri, dan
komposisi dewan komisaris mempunyai hubungan paiin signifikan terhadap
tingkat pengungkapan sukarela. Selain itu, kepkarili manajerial, state
ownership danlegal—-person ownershimempunyai hubungan negatif dan tidak
signifikan. Sebaliknya, dualitas CEO mempunyai mgaun negatif dan signifikan

terhadap tingkat pengungkapan sukarela.



Said, et al (2009) meneliti tentang hubungan antara ukurawade
komisaris, komisaris independen, dualitas CEO, keruidit independen, sepuluh
pemegang saham terbesar, kepemilikan manajeripénkidkan luar negeri, dan
kepemilikan pemerintah dengan tingkat pengungkagaaggung jawab sosial
perusahaan pada perusahaan publik Malaysia. Haséligan ini menunjukkan
bahwa ukuran dewan komisaris, komisaris independigaljtas CEO, konsentrasi
kepemilikan, kepemilikan manajerial dan kepemilikaar negeri mempunyai
hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadimgkat pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan. Komite auditpeniden dan kepemilikan
pemerintah memiliki hubungan yang positif dan digan terhadap tingkat
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Nurkif2009) menguiji
kepemilikan institusional, komisaris independenn darofitabilitas terhadap
tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perasahidasil penelitian ini
yaitu komisaris independen dan profitabilitas menyai hubungan yang positif
dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jase&ial perusahaan,
sedangkan kepemilikan institusional memiliki hubaimgyang negatif dan tidak
signifikan.

Khan (2010) meneliti tentang pengaruh komisaris-egacutive adanya
anggota dewan komisaris yang berkebangsaan asingprdporsi wanita dalam
dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggungbjssesial pada bank
komersial yang tercatat pada Bursa Efek Bangladeshn (2010) menemukan

adanya pengaruh yang signifikan antara komisardeganden, dan adanya



anggota dewan komisaris yang berkebangsaan asihgdt® pengungkapan

tanggung jawab sosial, sedangkan proporsi wanitandadewan komisaris

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan.

Dari berbagai karakteristikorporate governancgang digunakan dalam
penelitian terdahulu berkaitan dengan pengungkagaggung jawab sosial
perusahaan, penelitian ini akan menggunakan tujatakkeristik corporate
governanceyaitu ukuran dewan komisaris, komisaris indepengesporsi wanita
dalam dewan komisaris, ukuran komite audit, konatalit independen, dan
kepemilikan institusional. Pertimbangan dalam miégmitujuh karakteristik
tersebut selain karena telah digunakan dalam barlpagelitian terdahulu adalah
sebagai berikut:

1) Ukuran dewan komisaris diuji kembali karena Sembir2003) dan Sulastini
(2007) menemukan adanya hubungan yang positif igaifisan antara ukuran
dewan komisaris dengan pengungkapan tanggung jaesaial perusahaan
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Isilon®engan demikian,
semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengpagkimnggung jawab
sosial perusahaan akan semakin luas. Hal ini dikd@n semakin besar
ukuran dewan komisaris, maka akan semakin mudaik umengendalikan
CEO (manajemen puncak) danonitoring yang dilakukan akan semakin
efektif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan ¢gamng jawab sosial, maka
tekanan terhadap manajemen juga akan semakin basatuk

mengungkapkannya.



2) Komisaris independen diuji kembali karena Forked39@) dalam Saidet al
(2009) menemukan bahwa persentase komisaris indepgrang besar dalam
dewan komisaris dapat meningkatkan pemantauan t&siapengungkapan
financial dan sosial, dan mengurangi manfaat informasi pengain pajak.

3) Proporsi wanita dalam dewan komisaris diuji kembi@iena Carteret al
(2003) berpendapat mendukung adanya keragaman dkerarsaris yaitu
keragaman dewan komisaris dapat meningkatkan indepsi dewan
komisaris dengan alasan bahwa adanya perbedaarrgestdis, atau latar
belakang budaya dapat mengajukan pertanyaan ydak skan muncul dari
dewan komisaris dengan latar belakang yang lelatidional. Keragaman
dewan komisaris yang digunakan sebagai variabendglenelitian ini yaitu
proporsi wanita dalam dewan komisaris. Selain wariabel ini belum
digunakan sebagai penduga pengungkapan tanggumd jsesial perusahaan

di Indonesia.

4)Ukuran komite audit diuji karena variabel ini beludigunakan sebagai
penduga pengungkapan tanggung jawab sosial pearsalaelain itu,
Sembiring (2003) menemukan adanya hubungan yanigf pen signifikan
antara ukuran komite audit dengan pengungkapangtagg jawab sosial
perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit petkgungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan semakin luas. Hal ini dilagtan semakin besar
ukuran komite audit, maka peran komite audit dalm®ngendalikan dan
memantau manajemen puncak akan semakin efektif.ifahengakibatkan

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan iselonadk



5) Komite audit independen diuji kembali karena ketlaea komite audit dengan
proporsi komisaris independen yang lebih tinggi nakaengurangi biaya
keagenan dan meningkatkan pengendalian interng slan mengakibatkan
kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial pesmasagang lebih tinggi
(Forker, 1992 dalam Saidf al, 2009).

6) Kepemilikan institusional diuji kembali karena psshaan dengan kepemilikan
institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikan kemampuannya
untuk memonitor manajemen (Arif, 2006). Apabila alikan dengan
pengungkapan tanggung jawab sosial, aktivitamnitoring yang dilakukan
oleh investor institusi dapat memaksa manajememkumengungkapkan
informasi sosialnya (Nurkhin, 2009). Hal ini dikaekan investor institusi
memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan @avasan yang lebih ketat
atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan (Rexsaai, 2010).

Penelitian ini menggunakan perusahdagh profile yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sebagai populasliien. Penentuan jenis
industri high profile pada penelitian ini didasarkan atas klasifikasiotbknis
menurut Patten (1991); Roberts (1992); dan Haokdem Milne (1996). Patten
(1991) mengidentifikasikan perusahaan minyak, kicléa kertas sebagaigh
profile. Selain itu, Roberts (1992) menggolongkan perumaheutomobile
penerbangan, dan industri minyak sebalggh profile Hackston dan Milne
(1996) menambahkaagriculture, minuman keras dan tembakau, dan media dan
komunikasi sebagdiigh profile Jadi, perusahaan yang termasuk dalam kategori

high profile dimana perusahaan tersebut digunakan sebagai popidéam



penelitian ini yaitu perusahaan yang bergerak ddafg minyak dan

pertambangan, kimia, perhutanan dan agribisnisageotomotif, tembakau dan

rokok, produk makanan dan minuman, media dan kodkashi kesehatan,
pariwisata, energi (listrikengineering pariwisata dan transportasi (Hackston dan

Mine, 1996; Sembiring, 2003). Pertimbangan mendrusahaarigh profile

sebagai populasi penelitian ini karena menurut Rod®92), perusahaahigh

profile merupakan perusahaan yang lebih sensitif terhadgkuingan, memiliki
risiko politik yang lebih tinggi, atau tingkat parsgan yang ketat.

Secara umum, penelitian ini berbeda dengan pearelisebelumnya
terutama dalam aspek—aspek berikut ini:

1) Penelitian ini menggunakdalobal Reporting Initiativd GRI) 2002Guidelines
sebagai dasar item pengungkapan tanggung jawadl &asena GRIGlobal
Reporting Initiativep telah diterima secara global sebagai suatu stanttak
mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab sosiadgteran dimana GRI
(Global Reporting Initiatives membantu perusahaan untuk memutuskan apa
yang akan diungkapkan dan bagaimana mengungkapkamasi tanggung
jawab sosial perusahaan (Sutantoputra, 2009).

2) Penelitian  ini mengembangkan keterbatasan—ketedoata penelitian
sebelumnya dengan menambahkan variabel ukuran dewisaris, komisaris
independen, proporsi wanita dalam dewan komisaksyan komite audit,
komite audit independen, dan kepemilikan institnalosebagai penduga

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
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3) Penelitian ini menggunakan perusahdagh profile yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2009 sebagai populasi pesmeliti
Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, makalipp mengambil
judul  “Hubungan antara Karakteristik Corporate Governance dan
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada

Perusahaan High Profile yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, terlihat adanya berbagai nahsskperti penelitian
sebelumnya menyatakan bahwa tingkat pengungkapayguag jawab sosial
perusahaan di Indonesia masih rendah (Sulastifi7;28urkhin, 2009). Hal ini
dikarenakan belum adanya kesepakatan mengenai astapengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dijjadikuan bagi dewan direksi
perusahaan dalam menyiapkan laporan tanggung jaasial perusahaan. Oleh
karena itu, penerapan konsepod Corporate Governanaeerupakan salah satu
upaya untuk memulihkan kepercayaan para investorrdditusi terkait di pasar
modal (Agoes dan Ardana, 2009). Penerapan kon&smd Corporate
Governancediharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan danupgkagpan
tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri, 2009n&salahan lainnya adalah
adanya keanekaragaman hasil dan keterbatasantgenstibelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dikergkan dengan menguiji
kembali ukuran dewan komisaris, komisaris independproporsi dewan

komisaris wanita, ukuran komite audit, komite aulitependen, dan kepemilikan
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institusional terhadap tingkat pengungkapan tanggamwab sosial perusahaan.
Untuk itu, dirumuskan pertanyaan penelitian sebbggkut:

“Apakah ukuran dewan komisaris, komisaris indepangeoporsi wanita dalam
dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audiependen, dan kepemilikan
institusional berhubungan dengan tingkat pengurgkapnggung jawab sosial
perusahaan yang disajikan oleh perusahigih profile pada annual report

perusahaan tersebut?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Pendlitian
1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan ditajizan penelitian ini
secara umum adalah untuk membuktikan adanya hubuagéara beberapa
karakteristikcorporate governancterhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Hifeda Indonesia. Tujuan
khusus dari penelitian ini adalah untuk membuktilkalanya hubungan antara
ukuran dewan komisaris, komisaris independen, pebpmanita dalam dewan
komisaris, ukuran komite audit, komite audit indegen, dan kepemilikan
institusional terhadap tingkat pengungkapan tanggawab sosial perusahaan
yang disajikan oleh perusaha&igh profile dalam annual reportperusahaan

tersebut.
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1.3.2 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1) Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangag berarti dalam
pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidamg akuntansi. Selain
itu, penelitian ini juga diharapkan mampu membaerigagasan dan ide untuk
penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peagi@apan tanggung jawab
sosial perusahaan.

2) Bagi Manajemen Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebageierensi dalam
pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaagenanpengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan pada penyajiaralageuangan.

3) Bagi Ikatan Akuntan Indonesia
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebaghat pertimbangan dalam
penyusunan standar akuntansi sosial dan lingkungan.

4) Bagi Regulator
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumberreef@ dalam penyusunan
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, khusugmysmungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan.
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1.4 Sistematika Penulisan

BAB I:

BAB Il

PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penelitian ini sertaupersan masalah
penelitian yang penyusunannya disesuaikan dengam elakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pemelserta

sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori serta penelitian terdahulu béda dengan masalah
yang diteliti. Selain itu, bab ini juga dijelaskansunan pemikiran yang
melandasi timbulnya hipotesis penelitian. Pada dvagni, diuraikan

mengenai hubungan antara variabel independen dpenden yang

digunakan dalam penelitian.

BAB Ill: METODE PENELITIAN

BAB IV:

BAB V:

Terdiri dari variabel penelitian dan definisi opgamal penelitian,
penentuan sampel, jenis dan sumber data, metodgupguolan data
serta metode analisis yang digunakan dalam peareliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, lisisadata, dan
pembahasan hasilitputSPSS.

PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan penelitian serta implik&gterbatasan
penelitian. Untuk mengatasi keterbasan penelitsasebut, disertakan

pula saran bagi penelitian mendatang.



BAB I

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu
2.1.1. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Penelitian ini menggunakan teostakeholderdalam mengembangkan
hipotesis-hipotesis yang akan diuji. Pertimbangaemihh teori stakeholder
karena teorstakeholdemengenai kekuatan hubungan antara perusahaanndenga
para stakeholdemnya (Amran, et al, 2009). Lebih jauh lagi, teori ini telah
digunakan secara luas dalam studi-studi pengungk#aggung jawab sosial
perusahaan (Hackston dan Milne, 1996; Sembiring32Reverte, 2009).

Berdasarkan teorstakeholder perusahaan bukanlah entitas yang hanya
beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namunshai@mberikan manfaat bagi
stakeholdeinya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supgiemerintah,
masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demjkikeberadaan suatu
perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yaegldinstakeholdekepada
perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007y,@&t al (1995) mengatakan
bahwa:

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada gakstakeholdeidan
dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivieasgahaan adalah untuk
mencari dukungan tersebut. Malgawerful stakeholdemakin besar usaha

perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sasiafjgdp sebagai
bagian dari dialog antara perusahaan destgkeholdemnya.

14
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Definisi stakeholdetelah berubah secara substansial selama empatedeka
terakhir. Pada awalnya, pemegang saham dipandabhggae satu-satunya
stakeholderperusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Pandamgadidasarkan
pada argumen yang disampaikan oleh Friedman (k88amn Ghozali dan Chariri
(2007) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusalaalah untuk
memaksimumkan kemakmuran pemiliknya. Namun demjkireeman (1983)
dalam (Ghozali dan Chariri, 2007) tidak setuju dgengpandangan ini dan
memperluas definisstakeholderdengan memasukkan konstituen yang lebih
banyak, termasuk kelompok yang dianggap tidak matoggkan &dversarial
group). Misalnya, pihak yang memiliki kepentingan tettendan regulator
(Roberts, 1992).

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-susimomi yang
digunakan perusahaan. Oleh karenaptwyer stakeholdeditentukan oleh besar
kecilnya power yang mereka miliki atas sumber terselRiower tersebut dapat
berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian surkbeoraei yang terbatas
(modal dan tenaga kerja), akses terhadap media lyarpgengaruh, kemampuan
untuk mengatur perusahan, atau kemampuan untuk emegapihi konsumsi atas
barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (De@@@3). Oleh karena itu,
“ketika stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi
perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi denganyaray memuaskan
keinginanstakeholdéet (Ullman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007¢bih

lanjut, Ullman (1985) dalam Ghozali dan Chariri @Z) mengatakan bahwa
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organisasi akan memilistakeholderyang dipandang penting, dan mengambil
tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harnaotésa perusahaan dengan
stakeholdemya.

Atas dasar argumen di atas, teostakeholder secara eksplisit
mempertimbangkan dampak harapan dari kelomgtekeholderyang berbeda
dalam masyarakat atas kebijakan pengungkapan iafrmengenai aktivitas
perusahaan. Pengungkapan informasi mengenai aktipgrusahaan merupakan
suatu alat manajemen untuk mengelola kebutuhammafsl yang dibutuhkan oleh
berbagai kelompokstakeholderyang kuat (karyawan perusahaan, pemegang
saham, investor, konsumen, regulator, Lembaga Swaddasyarakat, dan
sebagainya). Oleh karena itu, manajer menggunakéormasi ini untuk
mengelolastakeholderyang kuat agar mendapatkan dukungan sikeholder
dimana dukungan ini berpengaruh terhadap kelangsurigdup perusahaan
(Gray,et al, 1996 dalam Reverte, 2009).

Cara-cara yang dilakukan perusahaan untukrmarage stakeholdarya
tergantung pada strategi yang diadopsi perusahdlaman, 1985 dalam Ghozali
dan Chariri, 2007). Perusahaan mungkin mengaddpaiegis yang aktif atau
pasif. Perusahaan yang mengadopsi strategis ddif berusaha mempengaruhi
hubungan organisasinya dengdakeholdelyang dipandang berpengaruh/penting
(Ullman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). kal menunjukkan bahwa
active posturdidak hanya mengidentifikastakeholdertetapi juga menentukan
stakeholdermana yang memiliki kemampuan terbesar dalam megapehi

alokasi sumber ekonomi ke perusahaan. Sebalikrerasahaan denggrassive
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posture cenderung tidak terus-menerus memonitor aktivatekeholderdan
secara sengaja tidak mencari strategi optimal untn&narik perhatian
stakeholder Kurangnya perhatian terhadagtakeholder (dalam pendekatan
passive postujeakan mengakibatkan rendahnya tingkat pengungkegf@armasi
sosial dan rendahnya kinerja sosial perusahaamé@dll 1985 dalam Ghozali dan

Chariri, 2007).

2.1.2.Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Beberapa studi tentang praktik pengungkapan tamggewab sosial
perusahaan telah menggunakan teori legitimasi sebagis menjelaskan praktik
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan gtéacklan Milne, 1996;
Sembiring, 2003; Husilloset al, 2009; Makela, 2009). Dowling dan Pfeffer
(1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskahwa teori legitimasi
sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku @asin Dowling dan Pfeffer
(1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan:

Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi misgesi, batasan-batasan
yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilasi@p dan reaksi
terhadap batasan tersebut mendorong pentingnyaiarnmedrilaku organisasi
dengan memperhatikan lingkungan.

Gray, et al (1995) berpendapat bahwa teori legitimasi danriteo
stakeholder merupakan perspektif teori yang berada dalam kgeanteori
ekonomi politik. Hal ini dikarenakan pengaruh maakat luas dapat menentukan

alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainpgrysahaan cenderung

menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pergag informasi
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lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasivali§ perusahaan di mata
masyarakat. Berbeda dengan teori stakeholder,legptimasi memfokuskan pada
interaksi antara perusahaan dan masyarakat. DowtngPfeffer (1975) dalam
Ghozali dan Chariri (2007) memberikan alasan yaogjsl tentang legitimasi
organisasi dan mengatakan sebagai berikut:
Organisasi berusaha menciptakan keselarasan amtarailai sosial yang
melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perjakg ada dalam
sistem sosial masyarakat dimana organisasi adagharb dari sistem
tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut sel&a dapat melihat hal
tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketikal&letelarasan aktual atau
potensial terjadi diantara kedua sistem nilai tausemaka akan ada ancaman
terhadap legitimasi perusahaan.

Landasan teori legitimasi adalah “kontrak sosiafing terjadi antara
perusahaan dengan masyarakat dimana perusahagerasradan menggunakan
sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1974) dalam &hdan Chariri (2007)
memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sseialgai berikut:

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusal@aoperasi di masyarakat

melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun irgplidimana kelangsungan

hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada:

1. Hasil akhir putpu) yang secara sosial dapat diberikan kepada
masyarakat luas.

2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politip&da kelompok sesuai
dengarpoweryang dimiliki.

Di dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada surpbefer institusional
dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifatamerm Oleh karena itu, suatu

institusi harus lolos uji legitimasi dan relevadsingan cara menunjukkan bahwa

masyarakat memang memerlukan jasa perusahaan tanpkd tertentu yang
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memperoleh manfaat dari penghargaeewérd) yang diterimanya betul-betul
mendapat persetujuan masyarakat (Ghozali dan Gz8@7).

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Char{2007)
mengatakan bahwa legitimasi tidak dapat didefiaisikanya dengan mengatakan
“apa yang legal atau ilegal”. Harapan masyarakditattap perilaku perusahaan
dapat bersifat implisit dan eksplisit (Deegan, 200@enurut Deegan (2003),
bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah permstgar legal, sementara bentuk
implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidakateum dalam peraturan
legal ncodified community expectatjomAda tiga alasan yang menyebabkan
terjadinya korelasi yang tidak sempurna antara huklan norma/nilai sosial.
Pertama meskipun hukum sering dianggap sebagai refleksirtdbrma dan nilai
sosial, sistem hukum formal mungkin terlalu lamkddlam mengadaptasi
perubahan norma dan nilai sosial di masyarakatlug sistem legal didasarkan
pada konsistensi sedangkan norma mungkin kontr@ddntradictory). Ketiga,
masyarakat mungkin mentolerir perilaku tertentui téijdak menginginkan
perilaku tersebut tercantum dalam aturan hukum (Dgwdan Pfeffer, 1975
dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesugdng diberikan
masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yangnkhimgatau dicari
perusahaan dari masyarakat (Ghozali dan Charifg720Dengan demikian,
legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atabsupotensial bagi perusahaan
untuk bertahan hidup (O’Donovan, 2002). Ketika pdebedaan antara nilai-nilai

yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyéaridgitimasi perusahaan akan
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berada pada posisi terancam. Perbedaan antaraitaigperusahaan dengan nilai-

nilai sosial masyarakat sering dinamakamegitimacy gap dan dapat

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanji&gmtan usahanya

(Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ghozali dan Cha@007). Legitimacy gap

dapat terjadi karena tiga alasan (Warticl dan MaH®94 dalam Ghozali dan

Chariri, 2007):

a. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi &iaraqasyarakat terhadap
kinerja perusahaan tidak berubah

b. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi haraparyarasat terhadap kinerja
perusahaan telah berubah

c. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhkithapja perusahaan
berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sstapi waktunya
berbeda.

Namun demikian, harus diingat bahwa keberadaan Hasarnya
legitimacy gapbukanlah hal yang mudah untuk ditentukan. Yandipgradalah
bagaimana perusahaan berusaha memonitor nilaipelaisahaan dan nilai-nilai
sosial masyarakat dan mengidentifikasi kemungkimamculnya gap tersebut
(Ghozali dan Chariri, 2007). O’Donovan (2002) meawaykan bahwa ketika
terdapat perbedaan antara kedua nilai tersebutisgigaan perlu mengevaluasi
nilai sosialnya dan menyesuaikannya dengan nilai-gang ada di masyarakat.
Perusahaan juga dapat mengubah nilai-nilai soarel yda atau persepsi terhadap
perusahaan sebagai taktik legitimasi. Jadi, unt@nguarangilegitimacy gap

perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yangadze dalam kendalinya,
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mengidentifikasi publik yang memilikpower, dan mengungkapkan informasi
sosial dan lingkungan perusahaan kepada publiknggéh mampu memberikan
legitimacykepada perusahaan (Net,al, 1998 dalam Ghozali dan Chariri, 2007;

Reverte, 2009).

2.1.3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan &awuporate Social Responsibility
dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian pdvamn terhadap lingkungan
eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan giflagukan dalam rangka
penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisiggsinbangunan, serta
berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya @®&ul2010). Kerangka
tanggung jawab sosial ini dirancang untuk membarikiéai yang berkelanjutan
bagi masyarakat pada umumnya (Setdl, 2009).

Elkington (1997) dalam Agoes dan Ardana (2009) nreemgkakan bahwa
tanggung jawab sosial perusahaan mencakup tigandimgang lebih populer
dengan singkatan 3P, yaitu: mencapai keuntungeofit) bagi perusahaan,
memberdayakan masyarakgiefplg, dan memelihara kelestarian alam/bumi
(plane).

Dari sudut pandang strategis, suatu perusahaan is bigrerlu
mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya bagi amakst dimana bisnis
menjadi bagiannya. Ketika bisnis mulai mengabaikanggung jawabnya,
masyarakat cenderung menanggapi melalui pemenimtatk membatasi otonomi

bisnis (Jauhari, 2010).
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Menurut Jauhari (2010), beberapa alasan sebuakgheran memutuskan

untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusaledeagai bagian dari aktivitas

bisnisnya, yakni:

a.

Moralitas: Perusahaan harus bertanggung jawab kepadyak pihak yang
berkepentingan terutama terkait dengan nilai-miaral dan keagamaan yang
dianggap baik oleh masyarakat. Hal tersebut beétsifgpa mengharapkan balas

jasa.

. Pemurnian Kepentingan Sendiri; Perusahaan harusaniggung jawab

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karentnpgEngan kompensasi.
Perusahaan berharap akan dihargai karena tindakeggung jawab mereka

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

. Teori Investasi: Perusahaan harus bertanggung jaesidadapstakeholder

karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkarerja keuangan

perusahaan.

. Mempertahankan otonomi: Perusahaan harus bertagggwab terhadap

stakeholderuntuk menghindari campur tangan kelompok-kelompakg ada
di dalam lingkungan kerja dalam pengambilan ke@rtuaanajemen.

Menurut Jauhari (2010), ada beberapa manfaat tagggawab sosial

perusahaan, yaitu:

1.

2.

Manfaat bagi Perusahaan
Tanggung jawab sosial perusahaan tentunya akanntbalkan citra
positif perusahaan di mata masyarakat dan pemirinta

Manfaat bagi Masyarakat
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Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hulbumgasyarakat
dengan perusahaan akan lebih erat dalam sittiasvin solution
3. Manfaat bagi Pemerintah
Dalam hal ini pemerintah merasa memiliki partndagiamenjalankan
misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung asasial.

Lawrence,et al (2005) dalam Agoes dan Ardana (2009) melukiskan
tingkat kesadaran para pelaku bisnis dan para pghuakepentingan terkait
lainnya, dalam bentuk tingkat keterlibatan bisnisnghn para pemangku
kepentingan dalam beberapa tingkatan hubunganyu yadctive reactive
proactive daninteractive Perusahaan yangactivesama sekali mengabaikan apa
yang menjadi perhatian para pemangku kepentingarusBhaan yangeactive
hanya bereaksi bila ada ancaman atau tekanan ydpeykidakan akan
mengganggu perusahaan dari pihak pemangku kepentiegtentu. Perusahaan
yangproactiveakan selalu mengantisipasi apa saja yang mengguidulian para
pemangku kepentingan, sedangkan perusahaaniygmgctive selalu membuka
diri dan mengajak para pemangku kepentingan unerllidlog setiap saat atas
dasar saling menghormati, saling memercayai, damgsaenguntungkan.

Berdasarkan tingkat/lingkup keterlibatan ini, Lamce, et al (2005)
dalam Agoes dan Ardana (2009) membedakan dua priasggung jawab sosial
perusahaan, vyaitu: prinsip amathérity principle3 dan prinsip pelayanan
(stewardship principles Definisi prinsip amal c¢harity principle$ yaitu bisnis
seharusnya memberikan bantuan sukarela kepada atangkelompok yang

memerlukan; misalnya mendirikan yayasan amal, [s@irf untuk
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menanggulangi masalah sosial, bekerja sama derejampok masyarakat yang
memerlukan. Tipe aktivitas prinsip amathérity principleg yaitu filantropi
korporasi dan tindakan sukarela untuk menunjan@ gerusahaan. Sebaliknya,
prinsip pelayananstewardship principlésyaitu sebagai agen publik, tindakan
bisnis seharusnya mempertimbangkan semua kelomewoilaqgku kepentingan
yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan pba#n; misalnya pribadi
yang tercerahkan, memenuhi ketentuan hukum, me@aggun pendekatan
stakeholdersdalam perencanaan strategis perusahaan. Tipeitaktiprinsip
pelayanangtewardship principlgsyaitu mengakui adanya saling ketergantungan
perusahaan dengan masyarakat dan menyeimbangkantikgan dan kebutuhan

semua ragam kelompok di masyarakat.

2.1.4.Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaarg sksebut sebagai
social disclosure, corporate social reporting, sdcaccounting,ataucorporate
social responsibility (Hackston dan Milne, 1996; Sembiring, 2003).
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dajsiinisikan sebagai
ketentuan informasi finansial dan nonfinansial yaeghubungan dengan interaksi
organisasi dengan lingkungan sosial dan fisik asgen tersebut, seperti
dinyatakan dalam laporan tahunan perusahaan diaarskporan sosial (Guthrie
dan Mathews, 1985 dalam Hackston dan Milne, 19963l senada juga
diungkapkan oleh Sembiring (2003) dimana pengungkaf@ngggung jawab

sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasiampak sosial dan
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lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terpakelompok khusus yang
berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), pengungkapaiggang jawab sosial
perusahaan merupakan proses yang digunakan olelisapaan untuk
mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatagrusphaan dan
pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakatlidghungan. Hal tersebut
memperluas tanggung jawab organisasi dalam hgbanisahaan, di luar peran
tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangepada pemilik modal,
khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut diengan asumsi bahwa
perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebihdibasding hanya mencari
laba untuk pemegang saham (Grayal, 1995). Menurut Hackston dan Milne
(1996), pengungkapan tanggung jawab sosial perasamaencakup rincian
informasi atas lingkungan fisik, energi, sumber adapanusia, produk yang
dihasilkan, dan keterlibatan masyarakat.

Menurut O’'Donovan (2002), beberapa manfaat yangrdlph dari praktik
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan;, yait
a. Menyelaraskan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-gsosial,

b. Menghindari tekanan dari kelompok tertentu,
c. Meningkatkanmagedan reputasi perusahaan, dan
d. Menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ada berbagai motivasi yang mendorong manajer secarkarela

mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. ManDeegan (2002), alasan

tersebut antara lain:
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. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dataang-undang.

. Pertimbangan rasionalitas ekonoracgnomic rationality Atas dasar alasan
ini, praktik pengungkapan tanggung jawab sosialugsiaan memberikan
keuntungan bisnis karena perusahaan melakukanyémg benar” dan alasan
ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama.

. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melagpurkArtinya, manajer
berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidakadadihindari untuk

memperoleh informasi yang memuaskan dan managst peduli dengan cost
yang diperlukan untuk menyajikan informasi tersebut

. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjamanmbaga pemberi
pinjaman, sebagai bagian dari kebijakan manajensé rmereka, cenderung
menghendaki peminjam untuk secara periodik memaerikerbagai item
informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial ifagkungannya.

. Untuk memenuhi harapan masyarakat, barangkali keflatas pandangan
bahwa kepatuhan terhadap “ijin yang diberikan miady untuk beroperasi”
(atau “kontrak sosial”) tergantung pada penyediatormasi berkaitan dengan
kinerja sosial dan lingkungan.

. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitpeassahaan.

. Untuk memanagekelompokstakeholdetertentu yangpowerful

. Untuk menarik dana investasi. Di lingkungan interoaal, ethical investment
funds merupakan bagian dari pasar modal yang semakiningiex

peranannya.

I. Untuk mematuhi persyaratan industo@e of condugtertentu.



27

j- Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu.

Menurut Freedman (1962) dalam Siegel dan MarcA@89}, ada tiga tipe
dari pengungkapan kinerja sosial perusahaan, yaitu:

1. Pemeriksaan Sosial S¢cial Audi}, pemeriksaan sosial mengukur dan
melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkunganptogram perusahaan
yang berorientasi sosial. Pemeriksaan sosial dikuengan membuat suatu
daftar aktivitas perusahaan yang memiliki konsekuesosial, kemudian
auditor mengestimasi dan mengukur dampak yang ldlitikan oleh aktivitas
tersebut.

2. Laporan Sosial Social Repoit berbagai alternatif format laporan untuk
menyajikan laporan sosial telah diajukan oleh paikademisi dan praktisi.
Menurut Henny dan Murtanto (2001), pendekatan yadaqoat digunakan oleh
perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab soaialmyara lain:

a) Inventory  Approach dimana perusahaan mengkompilasi dan
mengungkapkan suatu daftar yang komprehensif ddivitas-aktivitas
sosialnya. Daftar ini harus memuat semua aktistzsal perusahaan baik
yang bersifat positif maupun negatif.

b) Cost Approach perusahaan membuat daftar aktivitas sosialnya dan
mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-makiivifas tersebut.

c) Program Management Approacherusahaan tidak hanya mengungkapkan
aktivitas tanggung jawab sosialnya, tetapi jugadnjdari aktivitas tersebut,
serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaaraisdemgan tujuan yang

telah ditetapkan tersebut.
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d) Cost-Benefit Approach perusahaan mengungkapkan aktivitas yang
memiliki dampak sosial serta biaya dan manfaat détivitas tersebut.
Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini adalakk umengukur biaya
dan manfaat sosial yang diakibatkan perusahaanebigrsterhadap
masyarakat.

3. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Laporéunda Social
Disclosure in Annual Repgrtpengungkapan aktivitas sosial perusahaan dalam
hal ini dilakukan melalui media laporan tahunan.

Di Indonesia, pengungkapan tanggung jawab sosiabphaan merupakan
bagian pengungkapan wajiiméndatory disclosujekarena praktik pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur daladang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66lagain 2. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persé@redratas pasal 66 ayat
1 dan 2, direksi wajib mengungkapkan aktivitas tpumg jawab sosial perusahaan
dalam laporan tahunan. Pengungkapan tanggung jawesial perusahaan di
Indonesia berpedoman kepada standar yang telaluaiikan lkatan Akuntan
Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Kgamar{PSAK) no. 1 (Revisi
1998), Paragraf 9, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambaegerti laporan
mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tamik@hlue added

statement), khususnya bagi industri yang menganggayawai sebagai
kelompok pengguna laporan yang memegang peranangén
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Berdasarkan PSAK ini, perusahaan di Indonesia dapalaporkan
kegiatan sosialnya untuk dikomunikasikan kepadaakpifuar dalam bentuk

laporan tambahan.

2.1.5.Corporate Governance

Istilah “corporate governancéepertama kali diperkenalkan olegbadbury
Committee Inggris, di tahun 1992 yang menggunakan istilarsebut dalam
laporannya yang kemudian dikenal seba@adlbury Repor{Agoes dan Ardana,
2009). MenuruCadbury Committee of United Kingddqd®92) dalam Agoes dan
Ardana (2009), Corporate Governanceyaitu seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara pemegang saham, pengumgelola) perusahaan,
pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta paraggang kepentingan internal
dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan haldhakkewajiban mereka; atau
dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkamdagendalikan perusahaan.
Agoes dan Ardana (2009) mendefinisikan tata kelpdmusahaan yang baik
sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan pexamrDKomisaris, peran
Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingamyh. Tata kelola
perusahaan yang baik juga disebut sebagai suasegprgang transparan atas
penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, déaigeRinerjanya.

Menurut Eitemann, et al. (2010), prinsip-prinsip good corporate
governancenencakup lima bidang utama, yaitu:
1. Hak pemegang saham: kerangkaporate governancharus melindungi hak-

hak pemegang saham.
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2. Perlakuan yang adil bagi pemegang saham: keraogksorate governance
harus menjamin perlakuan yang sama dari semua pemegham, termasuk
pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemsglaaigy harus memiliki
kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang éfates pelanggaran hak-
hak mereka.

3. Peran stakeholder dalam corporate governance kerangka corporate
governanceéharus mengakui hak-hatakeholdeisebagaimana yang ditetapkan
oleh hukum dan mendorong kerjasama aktif antanaspbaan dastakeholder
dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, daerlefutan finansial
perusahaan.

4. Keterbukaan dan transparansi: kerangkarporate governanceharus
memastikan bahwa pengungkapan tepat waktu dantakbtet tentang semua
hal yang berkaitan dengan perusahaan, termasuksisikeuangan, kinerja,
kepemilikan, darworporate governance

5. Tanggung jawab dewan: kerangkarporate governancéarus memastikan
pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang &fekadap manajemen
oleh dewan, dan akuntabilitas dewan terhadap pemasadan pemegang
saham.

Tjager,et al (2003) dalam Agoes dan Ardana (2009) mengatakhwé
ada lima alasan penerapgoodcorporate governancbermanfaat, yaitu:

1. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Mc&y8&Company

menunjukkan bahwa para investor institusional letménaruh kepercayaan
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terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telaherapkan good

corporate governance

. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikaserkaitan antara

terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanmmgli Asia dengan lemahnya

corporate governance

. Internasionalisasi pasar, termasuk liberalisasapfisansial dan pasar modal,

menuntut perusahaan untuk meneragkaodcorporate governance

. Kalaupungood corporate governancéukan obat mujarab untuk keluar dari

krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berlamhya sistem nilai baru

yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang dédaintbanyak berubah.

. Secara teoritis, praktigood corporate governanagapat meningkatkan nilai

perusahaan.

Surya dan Yustiavandana (2007) dalam Agoes dan nardg@009)

mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapsd corporate

governanceadalah:

1.

2.

Memudahkan akses terhadap investasi domestik maaging.

Mendapatkan biaya modaidst of capitdl yang lebih murah.

. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam menitkgkakinerja ekonomi

perusahaan.

. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari pamapgku kepentingan

terhadap perusahaan.

. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hoku
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Di Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas Ndthdahun 2007
tidak mengatur secara eksplisit tentagmpd corporate governanceMeskipun
demikian, Undang-Undang ini mengatur secara gaggaibtentang mekanisme
hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung ,jawakedur dan tata cara
rapat, serta proses pengambilan keputusan darnargaimal yang harus ada
dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Sah&iRSJR Direksi, dan
Dewan Komisaris (Agoes dan Ardana, 2009).

RUPS merupakan organ tertinggi dan memegang weweteninggi
dalam perusahaan yang berbadan hukum Perseroaatd®riiAnggota Dewan
Komisaris dan Dewan Direksi diangkat dan dibertkamtioleh RUPS. Dewan
Komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan DewaekBl serta memberikan
nasehat dan arahan kepada Dewan Direksi dalam laekga operasi
perusahaan. Dewan Direksi bertugas untuk menjatankegiatan operasi
perusahaan berdasarkan arahan dan garis besaakiagbijang telah ditetapkan
oleh RUPS, Dewan Komisaris, serta Anggaran DasaseR®an yang berlaku
dalam koridor hukum. Uraian tugas, wewenang, haktdaggung jawab masing-
masing organ ini selanjutnya dituangkan dalam Argg@asar Perseroan. Akan
tetapi, dalam praktiknya organ ini belum mampu raerif terselenggaranyggpod
corporate governancgAgoes dan Ardana, 2009). Surya dan Yustiavandana
(2007) dalam Agoes dan Ardana (2009) menyebutkdimgpéidak diperlukan
empat organ tambahan untuk melengkapi penergpadcorporate governange
yaitu Komisaris Independen, Direktur Independenmike Audit, dan Sekretaris

Perusahaan.
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Sehubungan dengan sistem hukum yang berkaitan mleargan Direksi
dan Komisaris ini, dapat dijumpai adanya dua sisfgngelola puncaktdp
managementsuatu perseroan, yaitu model Anglo-Saxon dan middetinental.
Model Anglo-Saxon (disebut jugsingle-board systemdiikuti oleh Amerika
Serikat dan Inggris. Dalam sistem ini tidak dikemalanya pemisahan antara
Direksi (selaku pelaksana) dengan Dewan Komisaetaku pengawas). Kedua
fungsi ini disatukan dan disebut sebad@ard of Directors Dalam sistem
Kontinental, yang dianut oleh negara-negara Erefarsinggris yang juga dianut
oleh Indonesia, menggunakan modeb-board systemdimana organ Dewan
Direksi sebagai eksekutif Perseroan dipisah denggean Dewan Komisaris yang

berfungsi sebagai pengawas dan penasihat Diregeig®\dan Ardana, 2009).

2.1.6.Karakteristik Corporate Governance

Beberapa literatur empirik menunjukkan adanya kegimerkarakteristik
corporate governancgang menjelaskan berbagai variasi dalam pengurgkap
tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporandamerusahaan (Sembiring,
2003; Huafang dan Jianguo, 2007; Sulastini, 2003yitd dan Djakman, 2008;
Handajaniet al, 2009; Murwaningsari, 2009; Nurkhin, 2009; Satal, 2009;
Khan, 2010). Karakteristikcorporate governanceyang akan diuji dalam
penelitian ini yaitu ukuran dewan komisaris, komsandependen, proporsi
wanita dalam dewan komisaris, ukuran komite auditpite audit independen,
dan kepemilikan institusional. Penjelasan singkaengenai karakteristik

corporate governancgang akan digunakan adalah sebagai berikut:
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2.1.6.1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris menunjukkan jumlah anggetaath komisaris
dalam suatu perusahaan. Undang-Undang Nomor 40nT20Qi7 pasal 1 ayat 6
menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah orgarerpars yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khususi skengan anggaran
dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugasird komisaris dijelaskan
secara lebih terperinci pada Undang-Undang Nomofa&tun 2007 pasal 108
ayat 1 dan 2 yaitu dewan komisaris melakukan peagaw atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, rbaikgenai perseroan
maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kdpa#lai untuk kepentingan
perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuamqaerse

Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota d¢bih. Dewan
komisaris yang terdiri atas lebih dari satu oranggata merupakan majelis dan
setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bekiséadiri-sendiri, melainkan
berdasarkan keputusan dewan komisaris. Selainpguseroan yang kegiatan
usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau fokEnglena masyarakat,
perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utapgdéemasyarakat atau
Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikda dtang anggota dewan

komisaris (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pe&&layat 3, 4, dan 5).

2.1.6.2. KomisarislIndependen
Komisaris independen menunjukkan proporsi komisadgpenden yang

terdapat dalam susunan dewan komisaris. Menurudt, 8aal (2009), komisaris
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independen memiliki peranan penting dalam menirgketnageperusahaan dan
bertindak sebagai peran pemantauan untuk memastidmva perusahaan-

perusahaan dengan benar dikelola oleh manajemen.

2.1.6.3. Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris

Branco dan Rodrigues (2008) menyatakan bahwa temeg&man dewan
komisaris sesuai dengan struktur teatiakeholder Carter, et al (2003)
berpendapat mendukung adanya keragaman dewan ksnmysitu keragaman
dewan komisaris dapat meningkatkan independensianiekomisaris dengan
alasan bahwa adanya perbedaan gender, etnis,asdalbélakang budaya dapat
mengajukan pertanyaan yang tidak akan muncul dasiad komisaris dengan
latar belakang yang lebih tradisional. Keragamarwate komisaris yang
digunakan sebagai variabel dalam penelitian intuygiroporsi wanita dalam

dewan komisaris.

2.1.6.4. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota kenaudit. Komite
audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan konsisklam rangka membantu
melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite auditriefdri sekurang-kurangnya
satu orang komisaris independen dan sekurang-kmyandgua orang anggota
lainnya berasal dari luar emiten atau perusahadikp(Peraturan Bapepam

Nomor IX.1.5 Tahun 2004).
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2.1.6.5. Komite Audit Independen

Komite audit independen menunjukkan proporsi konssandependen
dalam susunan komite audit. Menurut Jemison danle®ak1983) dalam
Abdullah (2007), komisaris independen merupakaahsahtu syarat agar komite
audit efektif. Hal ini dikarenakan keberadaan keméudit dengan proporsi
komisaris independen yang lebih besar dapat menguit@aya keagenan dan
meningkatkan pengendalian internal yang akan mebken kualitas

pengungkapan yang lebih baik (Forker, 1992 dalaiah, $tal, 2009).

2.1.6.6. Kepemilikan Institusional

Salah satu struktur kepemilikan yaitu kepemilikastitusional, dimana
umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memaguétesahaan (Novita dan
Djakman, 2008). Kepemilikan institusional adalapdmilikan saham perusahaan
oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuraask, l[perusahaan investasi dan
kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Perusahadengan kepemilikan
institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikan kemampuannya untuk
memonitor manajemen (Arif, 2006). Dikaitkan dengmngungkapan tanggung
jawab sosial, aktivitasnonitoring yang dilakukan oleh investor institusi dapat
memaksa manajemen untuk mengungkapkan informasalsgs (Nurkhin,
2009). Hal ini dikarenakan investor institusi mekiiimotivasi yang kuat untuk
melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atasitaktiyang terjadi dalam

perusahaan (Permanasari, 2010).
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2.1.7.Pendlitian Terdahulu

Tinjauan umum dari beberapa literatur yang relewaengindikasikan
bahwa telah terdapat penelitian-penelitian menggreaigungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan secara komprehensif (Heckdan Milne, 1996;
Sembiring, 2003; Huafang dan Jianguo, 2007; Suias#007; Novita dan
Djakman, 2008; Handajanet al, 2009; Murwaningsari, 2009; Nurkhin, 2009;
Said, et al., 2009; Khan, 2010).

Hackston dan Milne (1996) menyelidiki tentang pilakbengungkapan
sosial pada 47 perusahaan di New Zealand. Penelitia bertujuan untuk
menyediakan suatu deskripsi terbaru praktik penkgoan sosial perusahaan di
New Zealand dengan mengacu pada pendokumentasastitikppengungkapan
sosial perusahaan di luar negeri dan menguji bpbhefaktor potensial yang
mempengaruhi pengungkapan sosial pada perusahaan A¢aland. Pada
penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Mild®96), kategori-kategori
instrumen pengungkapan sosial perusahaan disusdaslekan pada penelitian
terdahulu (Ernst dan Ernst, 1978; Guthrie dan Rark@90; dan Grayet al,
1995) dan menambahkan dimensi dari tema pengungk@pgkungan, energi,
produk/konsumen, komunitas, sumber daya manusiaimag lainnya/hal yang
umum); fakta (perhitungan moneter, perhitungan raweter, pernyataan); tipe
berita (berita baik, berita buruk, dan berita dgtdan jumlah (jumlah kalimat).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pahasn, dan tipe industri
memiliki hubungan yang positif dan signifikan tedbp luas pengungkapan sosial

perusahaan, sedangkan profitabilitas tidak mempahgsecara signifikan.
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Sembiring (2003) menyelidiki hubungan antara kamagtik perusahaan,
yaitu ukuran perusahaan, profitabilitgmofile, ukuran dewan komisaris, dan
leveragedengan tingkat pengungkapan tanggung jawab queik 78 perusahaan
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sembiriri) 8 menggunakan penelitian
terdahulu (penelitian yang dilakukan oleh Hacksttan Milne (1996)) dan
Peraturan Bapepam No.VIII.G.2 tentang laporan tahuontuk mengembangkan
indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusafi@inik analisis untuk
menguji hipotesis yaitu menggunakan analisis regresrganda dengan
menggunakan program SPSS 10.00. Hasil penelitiamenunjukkan bahwa
ukuran perusahaaprofile, dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggawab sosial perusahaan.
Akan tetapi, profitabilitas dareverage gagal untuk menunjukkan pengaruh
signifikansinya.

Huafang dan Jianguo (2007) menguji pengaruh striképemilikan dan
komposisi dewan komisaris terhadap tingkat pengapaghk sukarela pada 559
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek China. ahgafdan Jianguo (2007)
menggunakan standar akuntansi, penelitian terdatl#io Code of Corporate
Governance for Listed Companies in Chinantuk mengembangkan indeks
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaangiean model regresi OLS
untuk menguji hubungan antara struktur kepemilik&mmposisi dewan
komisaris, dan tingkat pengungkapan sukarela. Hsielitian ini menunjukkan
bahwa kepemilikamlockholderyang tinggi, kepemilikan saham luar negeri, dan

komposisi dewan komisaris mempunyai hubungan paisin signifikan terhadap
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tingkat pengungkapan sukarela. Selain itu, kepkarili manajerial, state
ownership danlegal—-person ownershimempunyai hubungan negatif dan tidak
signifikan. Sebaliknya, dualitas CEO mempunyai mgaun negatif dan signifikan
terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Sulastini (2007) meneliti mengenai pengaruh kamdtik perusahaan
terhadap pengungkapan sosial pada 146 perusahamraktar yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Indeks pengungkapan tanggawgb sosial perusahaan
diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Semgi(2003). Metode analisa
data menggunakan analisis regresi linear bergaengath menggunakan program
SPSSfor window releasell.5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
simultan terdapat pengaruh yang positif dan sigaifiantara faktor-faktosize
perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisadian profile perusahaan
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial peasamanufaktur. Secara
parsial, hanya profitabilitas yang memiliki pendartidak signifikan terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Novita dan Djakman (2008) menguji pengaruh stnukkepemilikan
terhadap luas pengungkapan tanggung jawab so<iarpg¢rate Social
Responsibility Disclosujepada 107 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia. Novita dan Djakman (2008) menggunakédikator Global Reporting
Initiative (GRI) sebagaiCorporate Social Disclosure IndexCSDI). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asingn kepemilikan
institusional tidak mempunyai pengaruh yang sigaiii terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan.
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Handajani,et al (2009) menguji pengaruh antagarnings management
dan mekanisme&orporate governancéerhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan pada 67 perusahaan yang tedcaBatrsa Efek Indonesia.
Handajaniget al. (2009) menggunakan indikat@iobal Reporting Initiativ GRI)
sebagai Corporate Social Disclosure IndeXCSDI). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwaarnings managementomite auditprofile perusahaan dan
tipe industri mempunyai pengaruh yang positif daignifkan terhadap
pengungkapan sosial perusahaan, sedangkan kompesisin komisaris dan
kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruang signifikan.

Murwaningsari (2009) mengidentifikasi pengaruh emtastruktur
Corporate Governanceyang diproksikan sebagai kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial terhad&porporate Social Responsibilitjan Corporate
Social Responsibilityterhadap Corporate Financial Performancepada 126
perusahaan publik yang terdapat di Pusat RefeRamsar Modal (PRPM) Bursa
Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian yang dilakukaleh Murwaningsari
(2009), Corporate Social Responsibiliigunakan sebagai variakiatervening
Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial diaddpsi penelitian yang
dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996). Melal@ngekatan analisa jalur
(path analysiy menunjukkanGood Corporate Governancgaitu kepemilikan
managerial dan institusional mempunyai pengaruhati&ap kinerja perusahaan.
Good Corporate Governancgang diamati melalui kepemilikan managerial dan
institusional, mempunyai pengaruh yang signifikarhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan. Pengujian vakaheol, yaitu CEOTenure
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mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggumdp jsosial perusahaan,
sedangkan jenis industri tidak mempunyai pengarahgysignifikan terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaank Qotporate Secretargan
Komite Nominasi dan Remunerasi juga tidak mempungangaruh yang
signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Nurkhin (2009) menyelidiki pengaruh faktGorporate Governancgyaitu
kepemilikan institusional dan mekanisme strukturwae komisaris) dan
profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jas@al perusahaan dengan
ukuran dan tipe industri perusahaan sebagai varitetrol. Penelitian ini
dilakukan pada 89 perusahaan yang tercatat di Btfsk Indonesia. Analisis
deskriptif dan statistik digunakan sebagai teknialeis. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidaknmiiki pengaruh secara
signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawalalspsrusahaan, sedangkan
struktur dewan komisaris dan profitabilitas memmimpengaruh yang signifikan.

Said, et al (2009) menguji hubungan antara karakterisfiarporate
Governance(yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewamisaris,
dualitas CEO, komite audit, sepuluh pemegang satexbvesar, kepemilikan
manajerial, kepemilikan luar negeri, dan kepemilikgemerintah) dan tingkat
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan J&@aperusahaan yang
tercatat di Bursa Efek Malaysia. Saiet, al. (2009) menggunakan penelitian
terdahulu (penelitian yang dilakukan oleh Ernst &féninney (1978), Hackston
dan Milne (1996), Haniffa dan Cooke (2005), Manhs&904), dan Shaw Warn

(2004)) untuk mengembangkan indeks pengungkapagguag jawab sosial
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perusahaan. Analisis regresi hierarki digunakamulumenguji hubungan antara
indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusatamavariabel independen
(yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independdualitas CEO, komite

audit, sepuluh pemegang saham terbesar, kepemitik@majerial, kepemilikan

luar negeri, dan kepemilikan pemerintah). Hasil giéan ini menunjukkan

bahwa hanya dua variabel yang berhubungan positifsignifikan dengan luas
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan kesemilikan pemerintah
dan komite audit, sedangkan ukuran dewan komiskamjisaris independen,
dualitas CEO, sepuluh pemegang saham terbesarmkiqa® manajerial, dan

kepemilikan luar negeri tidak mempengaruhi secaaifékan.

Khan (2010) menyelidiki informasi pelaporan tanggumwab sosial
perusahaan pada 60 bank komersial yang terdafdurda Efek Bangladesh dan
menyelidiki pengaruh potensial elemercorporate governance pada
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ktdi©) menggunakan
penelitian terdahulu (penelitian yang dilakukanholérnst dan Ernst (1976);
Cowen,et al (1987); Guthrie dan Parker (1989, 1990); Getyal (1995)) yang
disesuaikan dengan lingkungan bisnis di Bangladesitik mengembangkan
indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahAsalisis regresi
berganda digunakan untuk menguji pengaruh eletogoorate governancpada
pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pa#i&kbarersial yang terdapat di
Bursa Efek Bangladesh. Hasil penelitian ini menkikgun bahwa proporsi wanita
dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yasignifikan terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaamgieaa dewan komisaris
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independen dan adanya orang yang berkebangsaandaéam dewan komisaris

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengapgi tanggung jawab sosial

perusahaan.
Tabd 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu
No | Tahun | Pendliti Variabel Hasil Penelitian
yang Digunakan
1. 1996 Hackston Ukuran Perusahaanl) Ukuran Perusahaan dan Tipe
dan Milne | Tipe Industri, Industri memiliki hubungan
Profitabilitas yang positif dan signifikan
terhadap luas pengungkapan
sosial perusahaan.

2) Profitabilitas tidak memiliki
hubungan yang signifikan
terhadap luas pengungkapan
sosial perusahaan.

2. 2003 Sembiring Ukuran Perusahaanl) Ukuran PerusahaaRyofile,
Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Komisaris
Profile, Ukuran memiliki pengaruh yang positit
Dewan Komisaris, dan signifikan terhadap
danLeverage pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan.

2) Profitabilitas dar_everage
gagal untuk menunjukkan
pengaruh signifikansinya.

3. 2007 Huafang| Blockholder 1) Blockholder Ownershipdan

dan ownership Kepemilikan saham oleh pihak
Jianguo | Kepemilikan asing yang tinggi dan adanya

Manajerial State Dewan Komisaris Independen
OwnershipLegal- akan meningkatkan tingkat
Person Ownership pengungkapan sukarela.
Kepemilikan saham2) Kepemilikan ManajerialState
oleh pihak asing, Ownership danLegal-Person
Dewan Komisaris Ownershiptidak mempengaruhi
Independen, pengungkapan secara
Dualitas CEO signifikan.
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No. | Tahun | Pendliti Vgri;bniﬁ’:r?g Hasil Pendlitian
4, 2007 Sulastini Profitabilita§ize |1) Secara simultan, terdapat
Perusahaan, pengaruh yang signifikan antara
Ukuran Dewan faktor-faktorsizeperusahaan,
Komisaris profitabilitas, ukuran dewan
komisaris, daiprofile
perusahaan terhadap
pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan manufaktur.
2) Secara parsial, hanya
profitabilitas yang memiliki
pengaruh yang tidak signifikan
terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial
perusahaan.
5. 2008 Novita dan Kepemilikan Asing| Kepemilikan Asing dan
Djakman | dan Kepemilikan | Kepemilikan Institusional tidak
Institusional mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap pengungkap
tanggung jawab sosial
perusahaan.
6. 2009 Handajani] Komposisi Dewan | 1) Komite Audit danSize
et al Komisaris, Perusahaan mempunyai
Kepemilikan pengaruh yang positif dan
Institusional, signifikan terhadap
Komite Audit,Size pengungkapan sosial
Perusahaan perusahaan.

2) Komposisi Dewan Komisaris
dan Kepemilikan Institusional
tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap
pengungkapan sosial
perusahaan.

7. 2009 | Murwaning Kepemilikan Kepemilikan Managerial dan
sari Manajerial dan Kepemilikan Institusional
Kepemilikan mempunyai pengaruh yang
Institusional signifikan terhadap pengungkap

tanggung jawab sosial
perusahaan.
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No. | Tahun | Peneliti | variabeyang Hasil Pendlitian
Digunakan
8. 2009 Nurkhin Kepemilikan 1) Kepemilikan Institusional
Institusional, tidak memiliki pengaruh
Komposisi Dewan secara signifikan terhadap
Komisaris, pengungkapan tanggung jaw
Profitabilitas sosial perusahaan.

2) Komposisi Dewan Komisaris
dan Profitabilitas mempunyai
pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap
pengungkapan tanggung jaw.
sosial perusahaan.

9. 2009 Saidet al | Ukuran Dewan 1) Kepemilikan Pemerintah dan
Komisaris, Komite Audit mempengaruhi
Komisaris tingkat pengungkapan
Independen, Komite  tanggung jawab sosial
Audit, Dualitas perusahaan.
CEO, Sepuluh 2) Ukuran Dewan Komisaris,
pemegang saham Komisaris Independen,
terbesar, Dualitas CEO, Sepuluh
Kepemilikan pemegang saham terbesar,
Manajerial, Kepemilikan Manajerial, dan
Kepemilikan Luar Kepemilikan Luar Negeri tida
Negeri, mempengaruhi tingkat
Kepemilikan pengungkapan tanggung jaw.
Pemerintah sosial perusahaan.

10. 2010 Khan Perwakilan Wanita 1) Perwakilan Wanita dalam

dalam Dewan
Komisatris,
Komisaris
Independen,
Keberadaan Orang
Asing dalam Dewatr
Komisaris

Dewan Komisaris tidak
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap
pengungkapan tanggung jaw.
sosial perusahaan.

2) Komisaris Independen dan
Keberadaan Orang Asing
dalam Dewan Komisaris
memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhaday
pengungkapan tanggung jaw.

sosial perusahaan.

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini
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2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang terdapat di bagian 2.1.6u yaengenai
karakteristik corporate governancg/ang mempengaruhi tingkat pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan, maka kerangkiipgmdapat dinyatakan

dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Ukuran Dewan
Komisaris
+
Komisaris Independert
+
Proporsi wanita dalam +
Dewan Komisari Pengungkapan
+ Tanggung Jawab
Ukuran Komite Audit Sosial Perusahaan
+
Komite Audit
Independen
p -I/
Kepemilikan
Institusional

Bagian pertama dalam kerangka pemikiran (Gambam2ehggambarkan
adanya hubungan positif antara ukuran dewan koisisgan pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dekgean dewan komisaris

yang besar akan mengungkapkan informasi sosialiggkungan lebih luas. Hal
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ini dikarenakan semakin besar ukuran dewan komsisamaka akan semakin
mudah untuk mengendalikan CEO (manajemen puncak)ntanitoring yang
dilakukan akan semakin efektif. Apabila dikaitkarendan pengungkapan
tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap nmeajguga akan semakin
besar untuk mengungkapkannya (Sembiring, 2003).

Pada bagian kedua dalam kerangka pemikiran (Gampa)
menggambarkan adanya hubungan positif antara kamisadependen dan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.eness komisaris
independen yang lebih besar dalam dewan komiskais emengakibatkan lebih
banyak pengungkapan sukarela tentang informassakaan. Hal ini dikarenakan
persentase komisaris independen yang lebih besamdéewan komisaris akan
meningkatkan pemantauan kualitas finansial darakatan mengurangi manfaat
pemotongan pajak (Forker, 1992 dalam Saiicl., 2009).

Bagian ketiga dalam kerangka pemikiran (Gambar ghéhggambarkan
adanya hubungan positif antara proporsi wanita ndatiewan komisaris dan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaarsdPean dengan persentase
wanita dalam dewan komisaris yang besar akan mghkgpkan informasi sosial
dan lingkungan lebih banyak. Adanya keragaman dewamisaris, yang
didefinisikan sebagai proporsi wanita dalam dewaomikaris, dapat
meningkatkan independensi dewan komisaris. Hal dikarenakan adanya
perbedaan gender, etnis, atau latar belakang butdgpat mengajukan pertanyaan
yang tidak akan muncul dari dewan komisaris derigtar belakang yang lebih

tradisional.
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Bagian keempat dalam kerangka pemikiran (Gambam2ehggambarkan
adanya hubungan positif antara ukuran komite alatitpengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan ulamate kaudit yang besar akan
mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan ldibésar. Semakin besar
ukuran komite audit maka pengungkapan tanggung basa@sial perusahaan
semakin luas. Hal ini dikarenakan semakin besarankkomite audit, maka peran
komite audit dalam mengendalikan dan memantau mare] puncak akan
semakin efektif. Hal ini mengakibatkan pengungkapamggung jawab sosial
perusahaan semakin luas (Sembiring, 2003).

Bagian kelima dalam kerangka pemikiran (Gambar ghéhggambarkan
adanya hubungan positif antara komite audit indépendan pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dkagaie audit independen
yang besar akan mengungkapkan informasi sosialidgkungan lebih banyak.
Keberadaan komite audit dengan proporsi komisadespenden yang lebih tinggi
akan mengurangi biaya keagenan dan meningkatkagepdalian internal yang
akan mengakibatkan kualitas pengungkapan yang lebdgi (Forker, 1992
dalam Saidet al,, 2009).

Bagian keenam dalam kerangka pemikiran menggammaddanya
hubungan positif antara kepemilikan institusionah doengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan keq@emiiistitusional yang besar
(lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya unmtwmonitor manajemen
(Arif, 2006). Dikaitkan dengan pengungkapan tanggiawab sosial, aktivitas

monitoring yang dilakukan oleh investor institusi dapat mesaaknanajemen
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untuk mengungkapkan informasi sosialnya (Nurkh®Q9. Hal ini dikarenakan
investor institusi memiliki motivasi yang kuat uktmelaksanakan pengawasan

yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dapgerusahaan (Permanasari, 2010).

2.3. Hipotesis
2.3.1.Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Dewan komisaris merupakan salah satu elemen ydimg meenting dalam
mekanismecorporate governanceDewan komisaris berperan dalam mengawasi
pelaksanaan bisnis perusahaan yang sedang dikeéfladewan direksi mereka
dengan sebaik-baiknya (Saigl, al, 2009). Pada penelitian yang dilakukan oleh
Said, et al (2009) menemukan hubungan yang tidak signifikami dedua
variabel tersebut. Sementara itu, penelitian seb®ya (Sembiring, 2003;
Sulastini, 2007) menemukan adanya hubungan yangfman signifikan antara
ukuran dewan komisaris dan pengungkapan tanggwabjaosial perusahaan.

Sembiring (2003); dan Sulastini (2007) menyatakaimia semakin besar
ukuran dewan komisaris maka pengungkapan tang@wabj sosial perusahaan
akan semakin luas. Hal ini dikarenakan semakinrbelsaran dewan komisaris,
maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CE@&jeraen puncak) dan
monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Apabila dikan dengan
pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekambhadesgp manajemen juga
akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Derggaikidn, hipotesis yang

dapat dirumuskan sebagai berikut:
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H1: Adanya hubungan yang positif antara ukuran delk@misaris dan tingkat

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.2.Komisaris Independen dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Literatur empiris mengenasorporate governancenenunjukkan bahwa
tingkat independensi dewan komisaris berkaitan aendgomposisi, dan
independensi akan menumbuhkan efektivitas dewaniskoi®m (Huafang dan
Jianguo, 2007; Nurkhin, 2009; Khan, 2010). Webb0O@&0dalam Saidget al
(2009) meneliti mengenai perbedaan antara strudewan komisaris pada
perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan nahsé&bb (2004) dalam
Said,et al. (2009) menemukan bahwa perusahaan yang bertaggmuab sosial
memiliki lebih banyak komisaris yaraytsidersindependen dibandingkan dengan
perusahaan yang bertanggung jawab nonsosial. Komisalependen memiliki
semangat yang tinggi untuk menjaga kepentingan pam@egang saham dengan
baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa komisargejpenden memiliki peranan
penting dalam meningkatkamageperusahaan dan bertindak sebagai suatu peran
pemantauan untuk memastikan bahwa perusahaan didelola dengan benar
oleh dewan direksi. Konsekuensi dari ketidaktetdha perusahaan dalam
tanggung jawab sosial perusahaan akan mencermimiaa buruk bagi
perusahaan.

Komisaris independen dianggap sebagai alat untukantau perilaku

dewan direksi (manajemen), sehingga mengakibatda@ih banyak pengungkapan
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sukarela tentang informasi perusahaan (HuafangJadarguo, 2007; Rosenstein
dan Wyatt, 1990 dalam Saiet, al, 2009; Nurkhin, 2009; Khan, 2010). Selain itu,
Forker (1992) dalam Saidt al (2009) menemukan bahwa dewan komisaris
independen dengan persentase lebih besar dalamm d@n@saris meningkatkan
pemantauan kualitas pengungkapan finansial daalsdsin mengurangi manfaat
informasi dari pemotongan pajak. Akan tetapi, Hgadg et al (2009) dan Said,

et al (2009) tidak menemukan hubungan yang positifsdgnifikan antara dewan
komisaris independen dan pengungkapan tanggungbjasmaial perusahaan.
Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskbagse berikut:

H2: Adanya hubungan yang positif antara proporsi eel@misaris independen

dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosiatpkaan.

2.3.3.Proporss Wanita dalam Dewan Komisaris dan Pengungkapan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Literatur empiris mengenasorporate governancenenunjukkan bahwa
keragaman dewan komisaris telah berubah menjadu swasur atas susunan
corporate governance/ang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Khan
2010). Branco dan Rodrigues (2008) menyatakan babwma keanekaragaman
dewan komisaris sesuai dengan struktur tetakeholder Penelitian sebelumnya
mengindikasikan bahwa keragaman dewan komisarisaitedengan orientasi
yang kuat terhadap pelaporan sosial perusahaamussitas kinerja sosial yang
lebih tinggi (Wang dan Coffey, 1992; Williams, 2003use,et al, 2009). Akan

tetapi, Khan (2010) menemukan bahwa proporsi watatam dewan komisaris
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tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikaarhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan pada bank koindirBiangladesh.

Carter, et al. (2003) menunjukkan bukti empiris mengenai hubungan
positif yang signifikan antara keanekaragaman dewamisaris, yang
didefinisikan sebagai persentase wanita, Afrika, efika, Asia dan Hispanik
dalam dewan komisaris; dan nilai perusahaan. Gasteal (2003) berpendapat
mendukung adanya keragaman dewan komisaris yaitag&man dewan
komisaris dapat meningkatkan independensi dewanidani® dengan alasan
bahwa adanya perbedaan gender, etnis, atau latakahg budaya dapat
mengajukan pertanyaan yang tidak akan muncul dasiad komisaris dengan
latar belakang yang lebih tradisional.

Selain itu, Huse dan Solberg (2006) mengilustrasii@hwa wanita dapat
diikutsertakan dalam dewan komisaris melalui perndem aliansi,
mempersiapkan dan melibatkan dirinya dalam mengidas persoalan yang
dihadapi oleh dewan komisaris, berpartisipasi dgdanmgambilan keputusan yang
penting. Adams dan Ferreira (2004) dalam Khan (RGfh6&nunjukkan bahwa
proporsi dewan komisaris wanita yang lebih tingghaderung membuat rapat
dewan lebih memungkinkan dan pola kehadiran yangskh pada pertemuan
dewan komisaris, dimana membuat dewan komisarig yenbeda lebih sukses
dibandingkan dewan komisaris yang homogen. Adamd-éareira (2004) dalam
Khan (2010) juga berpendapat bahwa sudah menjddi svanita lebih
menstabilkan dibandingkan laki-laki. Berdasarkamjglasan di atas, maka

hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
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H3: Adanya hubungan yang positif antara proporsi teatd@lam dewan komisaris

dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosiatpkaan.

2.3.4.Ukuran Komite Audit dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Penelitian sebelumnya (Pincust al, 1989; Einchenseher dan Shields,
1985; Menon dan Williams, 1994 dalam Saledt, al, 2009) menemukan
hubungan yang tidak signifikan antara ukuran kométedit dan kinerja
perusahaan. Oleh karena itu, komite audit harus illkermnggota yang cukup
untuk melaksanakan tanggung jawabnya agar efeddivikomite audit dalam
mengendalikan dan memantau manajemen puncak eapapai (Vinten dan Lee,
1993 dalam Salelet al, 2009).

Sembiring (2003) menemukan adanya hubungan yangtifpasn
signifikan antara ukuran komite audit dengan peggapan tanggung jawab
sosial perusahaan. Semakin besar ukuran komitet amaka pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan semakin luasinHaikarenakan semakin
besar ukuran komite audit, maka peran komite adalam mengendalikan dan
memantau manajemen puncak akan semakin efektif. itHamengakibatkan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan iserals. Berdasarkan
penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dikenusebagai berikut:

H4: Adanya hubungan yang positif antara ukuran konaitelit dan tingkat

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
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2.3.5.Komite Audit Independen dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa leoitdit memiliki
peran yang efektif dalam meningkatkan standarkelizla perusahaarcgrporate
governancg (Nasution dan Setiawan, 2007; Handajaial, 2009; Saidgt al,
2009). Nasution dan Setiawan (2007) menyediakarurydn untuk asosiasi
antara kehadiran komite audit dan pelaporan keumngmg lebih handal.
Keberadaan komite audit berpengaruh secara signifitan positif terhadap
tingkat pengungkapan sukarela (Handajaengl, 2009; Saidet al, 2009).

Peran komite audit adalah menyediakan suatu amikumengkaji proses
perusahaan dalam menghasilkan data keuangan dagenuahian internal
perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan komite dindirapkan mampu untuk
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Seidal, 2009). Berdasarkan
Peraturan Bapepam Nomor I[X.I.5 Tahun 2004, dewamigaris harus
membentuk komite audit dengan setidaknya satu dramgsaris independen atau
lebih. Keberadaan komite audit dengan proporsi karns independen yang lebih
tinggi akan mengurangi biaya keagenan dan menikgkgiengendalian internal
yang akan mengakibatkan kualitas pengungkapan igduity tinggi (Forker, 1992
dalam Said.et al, 2009). Dengan demikian, hipotesis yang dapaitnaliiskan
sebagai berikut:

H5: Adanya hubungan yang positif antara proporsi lsamsé independen yang
duduk dalam komite audit dan tingkat pengungkapaggdung jawab sosial

perusahaan.
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2.3.6.Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan sahaerusahaan oleh
institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bpelysahaan investasi dan
kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Pendliti yang dilakukan oleh Novita
dan Djakman (2008); Handayaret al (2009); Nurkhin (2009) menemukan
adanya hubungan yang tidak signifikan antara kelgeami institusional dan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ad@api, Arif (2006)
menyatakan bahwa tingkat kepemilikan institusiongng tinggi akan
menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besapiblak investor institusional
sehingga dapat menghalangi perilakpportunisticmanajer. Perusahaan dengan
kepemilikan institusional yang besar (lebih dari )5%nengindikasikan
kemampuannya untuk memonitor manajemen. Hal sejp@dadikemukan oleh
Barnae dan Rubin (2005) dalam Novita dan Djakma@08®, Murwaningsari
(2009) bahwanstitutional shareholdersdengan kepemilikan saham yang besar,
memiliki insentif untuk memantau pengambilan kepatu perusahaan. Apabila
dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab segi@itasmonitoringyang
dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa aje@nen untuk
mengungkapkan informasi sosialnya (Nurkhin, 2008l ini dikarenakan
investor institusi memiliki motivasi yang kuat uktmelaksanakan pengawasan
yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dapgerusahaan (Permanasari, 2010).

Sebagai bentuk institusi memerlukan pengungkapaggtang jawab sosial

perusahaan terjadi pada perbankan Eropa, dimanbdarpan di Eropa
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menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjaman hiegyada perusahaan yang
mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusateeyan baik (Novita dan

Djakman, 2008). Berdasarkan penjelasan di atas,anmsotesis yang dapat
dirumuskan sebagai berikut:

H6: Adanya hubungan yang positif antara kepemilikastitusional dan tingkat

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.



BAB |1

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Pendlitian dan Definisi Operasional Variabel
3.1.1 Variabel Dependen
3.1.1.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaanuigkapan tanggung jawab
sosial perusahaan merupakan data yang diungkap&hnperusahaan berkaitan
dengan aktivitas sosialnya meliputi ekonomi, linggan, praktek tenaga kerja
dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, ns®tardan tanggung jawab
produk.

Penelitian ini  menggunakancontent analysis untuk mengukur
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaanmPBangan menggunakan
content analysis dalam penelitian ini karena penelitian ini berfslipada luas atau
jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial perusaiamaran, 2009)Content
analysis merupakan suatu metode kodifikasi teks (ataudasi) suatu tulisan atau
kategori tergantung pada kriteria yang dipilih (Web1988 dalam Saidt al.,
2009). Dalam format lain, metode ini telah secaes|diadopsi dalam penelitian
terdahulu tentang pengungkapan tanggung jawab | sesperti Hackston dan
Milne (1996); Sembiring (2003); Sulastini (2007)aBco dan Rodrigues (2008);
Novita dan Djakman (2008); Handajadi,al. (2009); Nurkhin (2009); Saidj al.

(2009); dan Khan (2010).
57
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Checklist dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggunghjasesial
perusahaan dalam enam kategori yaitu ekonomi, limg&n, praktek tenaga kerja
dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, ns®tardan tanggung jawab
produk. Kategori padachecklist berdasarkan pada indikator GRGI¢bal
Reporting Initiatives). Keenam kategori tersebut terbagi dalam tujuhulpul
sembilan item pengungkapan. Penggunaan &Rdb@l Reporting Initiatives)
sebagai dasar item pengungkapan tanggung jawahl d@sena GRI Global
Reporting Initiatives) telah diterima secara global sebagai suatu stamaiauk
mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab sosiabgteran dimana GRI
(Global Reporting Initiatives) membantu perusahaan untuk memutuskan apa yang
akan diungkapkan dan bagaimana mengungkapkan iagdrtanggung jawab
sosial perusahaan (Sutantoputra, 2009).

Checklist dilakukan untuk setiap item yang diungkapkan gielusahaan
(Sembiring, 2003).Checklist menggunakan pendekatan dikotomi yaitu nilai 1
akan diberikan jika setiap item tanggung jawabagstrusahaan sesuai dengan
indikator GRI Global Reporting Initiatives). Akan tetapi, nilai O akan diberikan
jika tidak terdapat item tanggung jawab sosial pahaan yang sesuai dengan
indikator GRI Global Reporting Initiatives) (Novita dan Djakman, 2008;
Nurkhin, 2009). Totalchecklist dihitung untuk mendapatkan jumlah item yang
diungkapkan perusahaan. Indeks pengungkapan massiemgg perusahaan
kemudian dihitung dengan membagi jumlah item yalggkapkan perusahaan
dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan sadvaan sesuai dengan

indikator GRI Global Reporting Initiatives) (yaitu sebanyak tujuh puluh sembilan
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item). Perhitungan indeks pengungkapan ini konsistiengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan di Indonesia (Sembiri2@03), yang dapat

dinotasikan dalam rumus sebagai berikut:

CDI :i (3.1)
79

Dimana: CSDI = Indeks pengungkapan tanggung jawalalsperusahaan
\% = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

3.1.2 Variabel Independen
3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggotaadettomisaris
dalam suatu perusahaan. Skala yang digunakan whiuan dewan komisaris
adalah rasio. Indikator ukuran dewan komisaris yaiggnakan dalam penelitian
ini yaitu proporsi jumlah anggota dewan komisausits perusahaan terhadap
jumlah minimal anggota dewan komisaris sesuai detgiadang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 5. Berdasarkan Undadgng Nomor 40 Tahun
2007 pasal 108 ayat 5, Perseroan Terbuka wajib meyap paling sedikit dua

orang anggota dewan komisaris.

Jumlah Anggota Dewan Komisaris

2 (3.2)

Ukuran Dewan K omisaris =

3.1.2.2 Komisaris I ndependen
Komisaris independen merupakan jumlah komisariepedden dalam

dewan komisaris suatu perusahaan. Skala yang d&gonantuk komisaris
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independen adalah rasio. Indikator komisaris inddpe yang digunakan dalam
penelitian ini konsisten dengan Handaja&hgl. (2009), Nurkhin (2009) dan Said,
et al. (2009) yaitu proporsi komisaris independen tealpabtal dewan komisaris.

Jumlah Komisaris Independen

Komisaris Independen = ——
Total Anggota Dewan Komisaris

(3.3)

3.1.2.3 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris

Proporsi wanita dalam dewan komisaris merupakanlajumdewan
komisaris wanita dalam dewan komisaris suatu pbaga Skala yang digunakan
untuk proporsi wanita dalam dewan komisaris ada&sio. Indikator proporsi
wanita dalam dewan komisaris yang digunakan dalenelgian ini konsisten
dengan Khan (2010) yaitu proporsi dewan komisadsita terhadap total dewan

komisaris.

Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris = Jumiah KomisarisWanita (3.4)

Total Anggota Dewan Komisaris

3.1.2.4 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit merupakan jumlah anggota komitdit dalam suatu
perusahaan. Skala yang digunakan untuk ukuran komutdit adalah rasio.
Indikator ukuran komite audit yang digunakan dajaenelitian ini yaitu proporsi
jumlah anggota komite audit suatu perusahaan taghpdnlah minimal anggota
komite audit sesuai dengan Peraturan Bapepam NdKbb Tahun 2004.
Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 Tahi 2Romite audit terdiri

dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Indepe dan sekurang-
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kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari Huniten atau Perusahaan

Publik.

Jurlah Anggota Komite Audit
3 (3.5)

Ukuran Komite Audit =

3.1.2.5 Komite Audit I ndependen

Komite audit independen menunjukkan proporsi konssandependen
dalam susunan komite audit. Skala yang digunakatukurkomite audit
independen adalah rasio. Indikator komite auditepshden yang digunakan
dalam penelitian ini konsisten dengan Sadal. (2009) yaitu jumlah komite
audit independen terhadap total anggota komitet.audi

Jumlah KomiteAudit Independen
Total Anggota Komite Audit

Komite Audit Independen = (3.6)

3.1.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan sahperusahaan oleh
institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bpetkysahaan investasi dan
kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Skala nga digunakan untuk
kepemilikan institusional adalah rasio. Indikat@pkmilikan institusional yang
digunakan dalam penelitian ini konsisten denganitdogdan Djakman (2008),
Murwaningsari (2009), dan Nurkhin (2009) yaitu pop jumlah kepemilikan

saham oleh investor institusi terhadap total junidahbar saham yang beredar.

Jumlahlembar sahamyang dimiliki olehinvestor institusi (3.7)

Kepemilikan Institusional =
Total Jumlahlembar saham yang beredar
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Operasionalisas Variabel
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No. Variabel Indikator Skala Keterangan
Pengukuran
1. Variabel Dependen
Y) Jumlah item yang Rasio CSDI=V/79
Pengungkapan diungkapkan
Tanggung Jawab perusahaan/jumlah item yang
Sosial Perusahaan | diharapkan perusahaan sesugi
dengan GRI
2. Variabel Independen
X)
a.Ukuran Dewan Proporsi jumlah anggota Rasio Ukuran Dewan
Komisaris dewan komisaris suatu Komisaris = Jumlah
perusahaan terhadap jumlah Anggota Dewan
minimal anggota dewan Komisaris/2
komisaris sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 pasal 108 ayat 5
b.Komisaris Proporsi komisaris Rasio Komisaris
Independen independen terhadap total Independen = Jumlalt
dewan komisaris Komisaris
Independen/Total
Anggota Dewan
Komisaris
c.Proporsi wanita Proporsi komisaris wanita Rasio Proporsi Wanita
dalam dewan terhadap total dewan dalam Dewan
komisaris komisaris Komisaris = Jumlah
Komisaris
Wanita/Total
Anggota Dewan
Komisaris
d.Ukuran Komite Proporsi jumlah anggota Rasio Ukuran Komite Audit
Audit komite audit suatu perusahaan = Jumlah Anggota
terhadap jumlah minimal Komite Audit/3
anggota komite audit sesuai
dengan Peraturan Bapepam
Nomor IX.1.5 Tahun 2004.
e.Komite Audit Proporsi komite audit Rasio Komite Audit
Independen independen terhadap total Independen = Jumlal
anggota komite audit Komite Audit
Independen/Total
Anggota Komite
Audit
f. Kepemilikan Proporsi jumlah kepemilikan | Rasio Kepemilikan

Institusional

saham oleh institusi terhadap
total jumlah lembar saham
yang beredar

Institusional=Jumlah
Lembar Saham yang
dimiliki oleh

Institusi/Total Jumlah
Lembar Saham yang

N

Beredar

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini
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3.2 Populasi dan Sampel
3.2.1 Populas

Populasi penelitian ini adalah perusahaagh profile yang terdaftardo
public) di Bursa Efek Indonesia seperti yang tercantutardéndonesian Capital
Market Directory (ICMD) 2009. Perusahaahigh profile yang terdaftar o
public) di Bursa Efek Indonesia digunakan sebagai popukagna perusahaan
tersebut mempunyai kewajiban untuk menyampaikaoréap tahunan kepada
pihak luar perusahaan, sehingga memungkinkan lageraebut diperoleh dalam
penelitian ini. Selain itu, menurut Robert (199erusahaanhigh profile
merupakan perusahaan yang lebih sensitif terhadgkuihgan, memiliki risiko
politik yang lebih tinggi, atau tingkat persaingsang ketat.

Perusahaan yang termasuk dalam katewgh profile dimana perusahaan
tersebut digunakan sebagai populasi dalam pemelitiayaitu perusahaan yang
bergerak di bidang minyak dan pertambangan, kipeahutanan dan agribisnis,
kertas, otomotif, tembakau dan rokok, produk makahen minuman, media dan
komunikasi, kesehatan, pariwisatafrastructure, utilities dan transportasi,
engineering, dan teknologi informasi (Hackston dan Mine, 19%&mbiring,
2003). Jumlah perusahadigh profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
berdasarkan data yang terdapat pdddonesian Capital Market Directory

(ICMD) 2009 yaitu 179 perusahaan.
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3.2.2 Sampel

Dari 179 perusahaanmgh profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
sesuai dengan yang tercantum dalémdonesian Capital Market Directory
(ICMD) 2009, penentuan jumlah minimal sampel yaigedukan agar hasilnya
dapat representatif dengan jumlah populasi yangdgianakan rumus berikut

(Hasibuan, 2001 dalam Sembiring, 2003):

n= (N —Nl).gq+ pq (3.6)
B2

D= = (3.7)

Dimana:

N = populasi

n = jumlah sampel

p = probabilitas untuk meminimumkaampling error, digunakan 0.5

q = (1-p)=05

B = bound of error yang diperkirakan tidak lebih dari 10%

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumgeliat di atas maka
diperoleh jumlah minimal sampel perusahaan 64 phaen. Jumlah sampel ini
belum representatif karena Sekaran (2000) dalambisi@g (2003) menyatakan
bahwa dalam analisis regresi berganda, ukuran damgredaknya minimal
sepuluh kali dari jumlah variabel dalam penelitigdleh karena itu, jumlah
sampel pada penelitian ini sama dengan jumlah pspphda penelitian ini yaitu

179 perusahaan.
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Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan mepodposive
sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yapgesentative sesuai
dengan kriteria yang ditentukan (Nurlela dan Istithn, 2008). Selain itu,
penggunaan metodpurposive sampling bertujuan agar peneliti mendapatkan
informasi dari kelompok sasaran yang spesifik (8#aka2003). Kriteria yang
digunakan dalam penelitian sampel yaitu:

a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonetaans: periode 2009.

b. Perusahaan yang termasuk dalam kategori perusalgiaprofile. Perusahaan
high profile yaitu perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan
pertambangan, kimia, perhutanan dan agribisnigageotomotif, tembakau
dan rokok, produk makanan dan minuman, media damukikasi, kesehatan,
pariwisata,jnfrastructure, utilities dan transportasengineering, dan teknologi
informasi (Hackston dan Mine, 1996; Sembiring, 2003

c. Perusahaan menyajikan laporan tahunan periode 2009.

d. Data-data yang berkaitan dengan variabel- varipbeélitian tercantum dalam

laporan tahunan.

3.3 Jenisdan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalata da&tkunder berupa
laporan tahunanatnual report) untuk tahun 2009. Pertimbangan penggunaan
data sekunder yaitu penelitian sebelumnya menggumaénis data sekunder
(Hackston dan Milne, 1996; Sembiring, 2003; Huafatan Jianguo, 2007,

Sulastini, 2007; Novita dan Djakman, 2008; Handajaa al., 2009;
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Murwaningsari, 2009; Nurkhin, 2009; Saw,al., 2009; Khan, 2010) dan jenis
data sekunder lebih dapat dipercaya keabsahannyanskadata sekunder
merupakan data yang telah dikumpulkan oleh paralpiemata yang diterbitkan
dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasing tersedia dari sumber
publikasi atau nonpublikasi entah di dalam ataludr organisasi, semua yang
dapat berguna bagi peneliti. Data sekunder berapardn tahunan perusahaan,
data sensus, Ikhtisar Statistik, dan sebagainy&a(8e, 2003; Munif, 2010).
Penggunaan laporan tahunan yang hanya satu tamefitip@ yaitu tahun 2009
didasarkan pada pertimbangan bahwa data terselatif taru, sehingga dapat
menunjukkan praktik pengungkapan sosial dan lingkansaat ini. Selain itu,
biasanya kebijakan pengungkapan sosial dan lingkuognderung untuk konstan
sepanjang tahun (Botosan, 1997).

Pertimbangan penggunaan bagian naratif dari laptahonan tersebut
didasarkan pada penelitian sebelumnya telah ditamudahwa pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan cenderung beksifditatif dan tersebar di
bagian nonkeuangan dalam laporan tahunan sephbtisdk Keuangan, Laporan
dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, Analisinddembahasan Manajemen,
Laporan Corporate Governance, dan LaporanCorporate Social Responsibility,
serta Catatan atas Laporan Keuangan (Hackston dbre,M996; Sembiring,
2003; Sulastini, 2007; Branco dan Rodrigues, 2008jita dan Djakman, 2008;
Handajani, et al., 2009; Nurkhin, 2009; Saidet al., 2009; Khan, 2010).
Sedangkan data mengenai ukuran dewan komisarigndieemisaris independen,

proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran kenatdit, komite audit
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independen, dan kepemilikan institusional dapaenditkan dalam laporan

tahunan. Data sekunder tersebut diperoleh das Bl yaitu www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggan penelusuran
data sekunder melalui metode dokumentasi. Dokursertakukan dengan
mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter sepapran tahunan

perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.5 Metode Analisis
3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau dpsksuatu data yang
dilihat dari nilai rata-ratanfean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum,

sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengaihass) (Ghozali, 2007).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi berganda dapat dilakukan setetadel dari penelitian
ini memenuhi syarat—syarat lolos dari asumsi klaSikarat-syarat tersebut antara
lain tidak ada multikolinearitas yang sempurna ran&iabel bebas, tidak ada
autokorelasi antar kesalahan, homoskedastisitas,hdaus terdistribusi secara
normal.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian asuntasik yang terdiri dari

uji multikolearitas, uji autokorelasi, uji heteresksitas, dan uji normalitas
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sebelum melakukan pengujian hipotesis. Berikupamnjelasan uji asumsi klasik
yang akan digunakan. Akan tetapi, pada penelitiintidak dilakukan uji

autokorelasi. Hal ini dikarenakan periode pendilitrd hanya satu tahun.

3.5.2.1 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakéerdapat korelasi
antar variabel independen dalam model regresi. Madgresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara vatidhdependennya (Ghozali,
2007).

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilablerance danvariance inflation
factor (VIF). Jika nilaitolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka
terdapat multikolinearitas yang tidak dapat ditatesi dan variabel tersebut harus

dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang rdijgd tidak bias.

3.5.2.2 Uji Heter oskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakalandamodel regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual sahgamatan ke pengamatan yang
lain dalam model regresi. Model regresi yang balalah jika variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetepoSkedastisitas) (Ghozali,
2007).

Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dhjakiukan dengan
melihat grafikscatterplots. Apabila dari grafikscatterplots terlihat bahwa titik-

titik menyebar secara acak (tanpa pola yang jelegn tersebar di atas maupun
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dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpuliedawa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi. Sebalikikgaada pola tertentu, seperti
titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yaaratur (bergelombang, melebar,

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telghdeheteroskedastisitas.

3.5.2.3 Uji Normalitas

Model regresi yang baik memiliki distribusi datarmal atau mendekati
normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji aplakvariabel dependen dan
independen dalam model regresi tersebut terdisiribacara normal (Ghozali,
2007).

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual dtebdisi normal atau
tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statisBengujian normalitas dilakukan
dengan menggunakan grafik histogram dammal probability plots. Dalam
grafik histogram, normalitas dilihat dari distributata pengamatan mendekati
distribusi data yang normal. Sedangkan, normatitdamprobability plots dilihat
dari plotting data residual yang menyebar di selgtais diagonal dan mengikuti
arah garis lurus diagonalnya. Selain itu, pengugaalisis juga dapat dilakukan
dengan uji statistik yaitu menggunak@me Sample Kolmogorov Smirnov Test.
Data dinyatakan terdistribusi secara normal jikariakeel-variabel tersebut

memiliki p value (probability value) > 0,05.
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3.5.2.4 Analisis Regresi Berganda
Metode analisis yang digunakan untuk menilai vaitab luas

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dagmelitian ini adalah
analisis regresi bergandantiple regression analysis). Analisis regresi berganda
digunakan untuk menguji pengaruh variabel indepengaitu ukuran dewan
komisaris, komisaris independen, proporsi wanitardadewan komisaris, ukuran
komite audit, komite audit independen, dan kepduanili institusional terhadap
variabel dependen pengungkapan tanggung jawab | spsrasahaan. Model
regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotegisthsis yang telah
dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

CSD =g —1UDK + £, DKI + BsPWDK + B4UKA + KAl + BKI + & (3.8)

Keterangan:

CSD = indeks pengungkapan tanggung jawab sosiatpkaan
0o = intercept

S = koefisien regresi model

UDK = ukuran dewan komisaris

DKI = komisaris independen

PWDK = proporsi wanita dalam dewan komisaris

UKA = ukuran komite audit

KAI = komite audit independen

Kl = kepemilikan institusional

€ = efror term
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3.5.3 Uji Hipotesis
3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R?%)

Koefisien determinasi # mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel dependen. kbiafisien determinasi adalah
antara nol dan satu. Nilai’R/ang kecil berarti kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dkgreramat terbatas. Nilai
yang mendekati satu berarti variabel-variabel iedelen memberikan hampir
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksiagi variabel dependen

(Ghozali, 2007).

3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakamsa variabel
independen yang dimasukkan dalam model regresi meyap pengaruh secara
bersama-sama (simultan) terhadap variabel depen{@hozali, 2007).
Pengambilan keputusannya adalah apapilalue (probability value) < 0.05,
maka variabel independen secara bersama-sama mganplen variabel

dependen.

3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t digunakan untuk mengetahui sebergpdn pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam meskala variasi variabel

dependen (Ghozali, 2007). Pengambilan keputusaadgdah apabilg value
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(probability value) < 0.05, maka suatu variabel independen merupakajelps

yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kegiatan penelitian dilakukan melalui beberapapahasebagai berikut:

1. Penelusuran laporan tahunan perusahaan sampel nddéaggkah sebagai
berikut:

a. Melakukan checklist atas item-item yang diungkapkan oleh perusahaan
berdasarkan indikator GRI.

b. Menghitung jumlah item yang diungkapkan oleh pemasa berdasarkan
indikator GRI.

c. Menghitung indeks pengungkapan tanggung jawab Isqgsausahaan
dengan membagi jumlah item yang diungkapkan peasabengan jumlah
item yang diharapkan diungkapkan perusahaan selragan indikator
GRI.

2. Melakukan pencatatan variabel dependen (indeks ymgkgpan tanggung
jawab sosial perusahaan) dan variabel independamaiu dewan komisaris,
dewan komisaris independen, proporsi wanita dalamad komisaris, ukuran
komite audit, komite audit independen, dan kepdmuiliinstitusional).

3. Melakukan penyesuaian antara pengungkapan yangukida perusahaan
dengan variabel independen, serta melakukan tnanafd data apabila
diperlukan.

4. Menguji pengaruh variabel independen (ukuran dewamisaris, dewan

komisaris independen, proporsi wanita dalam dewamisaris, ukuran komite
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audit, komite audit independen, dan kepemilikanitunsional) terhadap indeks
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan rdengaggunakan uji

regresi dengan taraf signifikansi 0,05 secara sanudan parsial.





